KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik dan mewujudkan
pelayanan yang prima, perlu dilaksanakan Pemantauan
dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
secara mandiri;

bahwa untuk melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara mandiri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Bojonegoro tentang Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bojonegoro;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
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Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/0RT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOJONEGORO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOJONEGORO.

Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran |l Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

Pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO



STANDAR PELAYANAN PENGAMANAN INTERNAL KANTOR

NO| KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. | Persyaratan

Buku Tamu Kunjungan Kantor.

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

1 |Jagat Saksana yang bertugas memberi salam dan
penghormatan dengan sikap ramah dan humanis;

2 |Jagat Saksana melakukan pemeriksaan terhadap
barang bawaan/tas tamu maupun pegawai yang
datang tanpa menggunakan kendaraan;

3 |Melakukan pemeriksaan bagasi bagi tamu
maupun pegawai yang datang menggunakan
kendaraan;

4 | Menanyakan maksud dan tujuan tamu tersebut;

5 |Mengarahkan tamu untuk mengisi buku daftar
hadir;

6 |Koordinasi dengan staf pimpinan/karyawan
bahwa ada tamu yang akan menghadap;

7 | Apabila pimpinan/karyawan tidak berkenan
untuk bertemu, sampaikan kepada tamu untuk
mereschedule jadwal kunjungan

Apabila disetujui
Tamu akan segera ditemui atau dipersilahkan
memasuki ruangan;

8 | Melakukan penggeledahan terhadap tamu yang
dicurigai.

3. |Jangka waktu
pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari kerja

4 | Biaya/tarif

Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam
Pelayanan Pengamanan Internal Kantor.

5 | Produk
pelayanan

Buku Tamu/Daftar Hadir dalam bentuk hardcopy.




6 |Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan/apres
iasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
Pelayanan Pengamanan Internal Kantor dapat
disampaikan melalui:

1

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.

Telepon: (0274) 897760

Petugas:
e Abd. Mukhit
e Syahrul Fajar Nandika
e Zainurozigin

Whatsapp: 0852-3496-2856

Instagram: @kpubojonegoro

7

Twitter: @kpu_bojonegoro

8

Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)




sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
176 /RT.11-Kpt/05/KPU/II1/2021 Tentang
Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 979/HK.03.2-
Kpt/04/SJ/VII[/2021 tentang Perubahan atas
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 888 /HK.03.2-
Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pakaian Dinas dan
Kelengkapan Atribut Pejabat dan Pegawai Pada
Unit Kerja yang Membidangi Pengamanan Dalam,
Kehumasan, dan Protokol di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekratariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan
Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana),
Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekratariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan
Serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat
Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas pada
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ KIP




Aceh, dan Sekratariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

7 |Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2024 tentang Jadwal Pakaian Dinas
Lapangan Bagi Personil Satuan Pengamanan
Jagat Saksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/ KIP Aceh, dan
Sekratariat KPU/KIP Kabupaten/Kota

8 | Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 24 Tahun
2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan
Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi
Lembaga Pemerintah;

9 | Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
No.4 Tahun 2020 Tentang Pam Swakarsa.

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

prasarana,

dan/atau

fasilitas

Kompetensi Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi

pelaksana Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan Serta
Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana)
Dalam Melaksanakan Tugas pada Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/ KIP Aceh, dan Sekratariat
KPU /KIP Kabupaten/Kota

Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan

internal memastikan Kantor tertib dan aman.

Jumlah 3 (tiga) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Pelayanan Pengamanan Internal Kantor.

pelayanan

Jaminan 1 |Jaminan terhadap perlindungan informasi yang

keamanan dan termasuk kategori dikecualikan;

keselamatan

pelayanan 2 | SOP Pelayanan Pengamanan Internal Kantor.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Penyesuaian/pemutakhiran SOP Pelayanan
Pengamanan Internal Kantor apabila diperlukan.




Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

FATKHUR ROHMAN



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC

PEMILU TAHUN 2024

NO| KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. |Persyaratan

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan
Adhoc.

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Badan Adhoc membawa Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun
2024 ke Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro -
Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93 Bojonegoro,
Jawa Timur dengan menghubungi Petugas
terlebih dulu sesuai wilayah yang telah ditetapkan
dan mengisi Buku Tamu Kunjungan Kantor;

Badan Adhoc diterima oleh Petugas. Selanjutnya
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran diteliti
kelengkapan yang terdiri dari SPTJM dan
lampirannya dan kesesuaian bukti dukung;

PIC memberikan rekomendasi:

Apabila disetujui:

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan
Adhoc diterima dan dikelola penyimpanannya
dengan dilakukan scan terlebih dulu untuk
diupload di Sistem Informasi Pertanggungjawaban
Badan Adhoc (SITAB) dan Google Drive Badan
Adhoc sesuai dengan wilayah dan bulan

Apabila perlu perbaikan:

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
dikembalikan ke Badan Adhoc untuk dilakukan
perbaikan sesuai rekomendasi dan hasil
konsultasi.

Badan Adhoc dapat mencetak Bukti Penerimaan
(DN.03) sebanyak 2 (dua) rangkap yang
ditandatangani oleh Sekretaris Badan Adhoc.
Selanjutnya Bukti Penerimaan (DN.03)
ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat
Pembuat Komitmen;

Badan Adhoc menerima Bukti Penerimaan
(DN.03) sebanyak 1 (satu) rangkap.




3. |Jangka waktu
pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari kerja

4 | Biaya/tarif

Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam
Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc Pemilu
Tahun 2024.

5 | Produk
pelayanan

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc,
SPTJM dan Lampiran, Bukti Dukung, dan Bukti
Penerimaan (DN.03) dalam bentuk hardcopy.

6 | Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan/apres
1asi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc Pemilu
Tahun 2024 disampaikan melalui:

1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.

3 | Telepon: (0274) 897760

4 | Petugas:

e Fistian Prajayanti
Wahyu Zirwan Astari
Ardian Yulianti
Luluk Ariyanto

Ali Irkhamni

Jefri Kurniawan

5 | Whatsapp: 0852-3496-2856

6 |Instagram: @kpubojonegoro

7 | Twitter: @kpu_bojonegoro

8 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 Dasar Hukum

1 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomotr 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nemer 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita ~ Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53
Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran




Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

prasarana,

dan/atau

fasilitas

Kompetensi Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

pelaksana Tahun 2021

Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan

internal memastikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
Badan Adhoc akuntabel.

Jumlah 6 (enam) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan

pelayanan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc Pemilu
Tahun 2024.

Jaminan 1 |Jaminan terhadap perlindungan informasi yang

keamanan dan termasuk kategori dikecualikan;

keselamatan ;

pelayanan 2 | SOP Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc
Pemilu Tahun 2024.

Evaluasi kinerja

pelaksana

Penyesuaian/pemutakhiran SOP Pelayanan
Konsultasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Anggaran Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 apabila
diperlukan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

FATKHUR ROHMAN




STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC

PEMILIHAN TAHUN 2024

NO| KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. |Persyaratan

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan
Adhoc.

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Badan Adhoc membawa Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Tahun
2024 ke Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro -
Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93 Bojonegoro,
Jawa Timur dengan menghubungi Petugas
terlebih dulu sesuai wilayah yang telah ditetapkan
dan mengisi Buku Tamu Kunjungan Kantor;

Badan Adhoc diterima oleh Petugas. Selanjutnya
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran diteliti
kelengkapan yang terdiri dari SPTJM dan
lampirannya dan kesesuaian bukti dukung;

PIC memberikan rekomendasi:

Apabila disetujui:

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan
Adhoc diterima dan dikelola penyimpanannya
dengan dilakukan scan terlebih dulu untuk
diupload di Sistem Informasi Pertanggungjawaban
Badan Adhoc (SITAB) dan Google Drive Badan
Adhoc sesuai dengan wilayah dan bulan

Apabila perlu perbaikan:

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
dikembalikan ke Badan Adhoc untuk dilakukan
perbaikan sesuai rekomendasi dan hasil
konsultasi.

Badan Adhoc dapat mencetak Bukti Penerimaan
(Hibah.17) sebanyak 2 (dua) rangkap yang
ditandatangani oleh Sekretaris Badan Adhoc.
Selanjutnya  Bukti Penerimaan (Hibah.17)
ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat
Pembuat Komitmen,;

Badan Adhoc menerima Bukti Penerimaan
(Hibah.17) sebanyak 1 (satu) rangkap.




3. |Jangka waktu
pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari kerja

4 | Biaya/tarif

Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam
Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban  Anggaran Badan  Adhoc
Pemilihan Tahun 2024.

5 | Produk
pelayanan

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc,
SPTJM dan Lampiran, Bukti Dukung, dan Bukti
Penerimaan (Hibah.17) dalam bentuk hardcopy.

6 | Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan/apres
iasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban  Anggaran Badan  Adhoc
Pemilihan Tahun 2024 dapat disampaikan melalui:

1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.

3 | Telepon: (0274) 897760

4 | Petugas:

e Luluk Ariyanto
e Ali Irkhamni

e Jefri Kurniawan

5 | Whatsapp: 0852-3496-2856

6 |Instagram: @kpubojonegoro

7 | Twitter: @kpu_bojonegoro

8 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 Dasar Hukum

1 | Undang-Undang Nemor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-




Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.




Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

prasarana,

dan/atau

fasilitas

Kompetensi Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

pelaksana Tahun 2021

Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan

internal memastikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
Badan Adhoc akuntabel.

Jumlah 3 (tiga) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan

pelayanan Pertanggungjawaban  Anggaran Badan  Adhoc
Pemilihan Tahun 2024.

Jaminan 1 |Jaminan terhadap perlindungan informasi yang

keamanan dan termasuk kategori dikecualikan;

keselamatan

pelayanan 2 | SOP Pelayanan Konsultasi Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc
Pemilihan Tahun 2024.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Penyesuaian/pemutakhiran SOP Pelayanan
Konsultasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Anggaran Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024
apabila diperlukan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

FATKHUR ROHMAN




PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI APLIKASI SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)

NO| KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. | Persyaratan

Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) dan Dokumen
Rencana Umum Pengadaan

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

1 | Menyiapkan Rancangan Rencana  Umum
Pengadaan;

2 | Melakukan kaji ulang rancangan Rencana Umum
Pengadaan dan Membuat Rencana Umum
Pengadaan yang telah dikaji ulang.

3 | Menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada
Petugas SIRUP untuk diunggah.

4 | Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.

5 | Melakukan Print/cetak Rencana Umum
Pengadaan.

3. |Jangka waktu
pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari kerja

4 | Biaya/tarif

Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam
Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Di Aplikasi
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

5 |Produk
pelayanan

Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) dan Dokumen
Rencana Umum Pengadaan dalam bentuk hardcopy.

6 | Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan/apres
iasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
layanan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Di
Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SiRUP) dapat disampaikan melalui:

1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.




2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:

kpukabbojonegoro@gmail.com.

3 | Telepon: (0274) 897760

4 | Petugas:
e Fistian Prajayanti

5 | Whatsapp: 0852-3496-2856

6 |Instagram: @kpubojonegoro

7 | Twitter: @kpu_bojonegoro

8 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 | Dasar Hukum 1 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863).

2 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan




Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota

4 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5 | Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

prasarana,

dan/atau

fasilitas

Kompetensi Sesuai Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang

pelaksana Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan

internal memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.

Jumlah 1 (satu) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Di

pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SiRUP).

Jaminan 1 |Jaminan terhadap perlindungan informasi yang

keamanan dan termasuk kategori dikecualikan;

keselamatan :

pelayanan 2 | SOP Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Di

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan (SiRUP)..




Evaluasi kinerja | Penyesuaian/pemutakhiran SOP Pengumuman

pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Di Aplikasi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). apabila
diperlukan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PENAWARAN DAN KONSULTASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO| KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. |Persyaratan

Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa oleh
Stakeholder.

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Stakeholder mengajukan surat Penawaran
Barang/Jasa yang mencantumkan Company
Profile, jenis barang/jasa, spesifikasi teknis, dan
harga. Selanjutnya, ditujukan ke alamat kantor
KPU Kabupaten Bojonegoro - Jalan K.H.R. Moch.
Rosyid Nomor 93 Bojonegoro, Jawa Timur
dan/atau alamat email
kpukabbojonegoro@gmail.com dengan
mencantumkan contact person yang dapat
dihubungi;

Stakeholder menuju pos penjagaan dengan

menyampaikan maksud dan tujuan
kunjungan/kedatangan bahwa akan
menyampaikan Surat Penawaran Pengadaan
Barang/Jasa dan berkonsultasi terkait

perkenalan dan atau kebutuhan informasi atas
Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor KPU
Kabupaten Bojonegoro;

Jagat Saksana meminta Stakeholder untuk
mengisi Buku Tamu/Daftar Hadir selanjutnya
meminta untuk menunggu di Ruang
Lobby/Tunggu Tamu;

Jagat Saksana berkoordinasi dengan Staf/Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa bahwa ada Stakeholder
yang akan menghadap;

Apabila pimpinan/karyawan tidak berkenan
untuk bertemu, sampaikan kepada tamu untuk
mereschedule jadwal kunjungan

Apabila disetujui
Tamu akan segera ditemui atau dipersilahkan
memasuki ruangan.




6 | Selanjutnya, Staf/Pimpinan Pengadaan
Barang/Jasa menemui Stakeholder dan menerima
Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya diagenda ke dalam Surat Masuk dan
dinaikan untuk disposisi surat kepada Sekretaris.

Jangka waktu
pelayanan

Maksimal 1 (satu) hari kerja

Biaya/tarif

Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam
Pelayanan Pengajuan Penawaran Dan Konsultasi
Pengadaan Barang Dan Jasa.

Produk
pelayanan

Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, Agenda
Surat Masuk, Buku Tamu/Daftar Hadir, Lembar
Disposisi apabila tidak disetujui, dalam bentuk
hardcopy.

Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan/apres
iasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
layanan Pengajuan Penawaran Dan Konsultasi
Pengadaan Barang Dan Jasa dapat disampaikan
melalui:

1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:

kpukabbojonegoro@gmail.com.

3 | Telepon: (0274) 897760

4 | Petugas:

Pitriono

e Jefri Kurniawan
e Luluk Ariyanto
e Ali Irkhamni

5 | Whatsapp: 0852-3496-2856

6 |Instagram: @kpubojonegoro

7 | Twitter: @kpu_bojonegoro

8 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro




PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 | Dasar Hukum 1 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863).

2 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum




Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5 | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

6 |Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

7 | Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

prasarana,

dan/atau

fasilitas

Kompetensi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

pelaksana

Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa
internal surat pengajuan penawaran pengadaan Barang/Jasa.
Jumlah 2 (dua) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Pelayanan Pengajuan Penawaran Dan Konsultasi
pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa.

Jaminan 1 |Jaminan terhadap perlindungan informasi yang
keamanan dan termasuk kategori dikecualikan;

keselamatan )

pelayanan 2 | SOP Pelayanan Pengajuan Penawaran Dan

Konsultasi Pengadaan Barang Dan Jasa.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Penyesuaian /pemutakhiran SOP Pelayanan
Pengajuan Penawaran Dan Konsultasi Pengadaan
Barang Dan Jasa apabila diperlukan.




Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA



STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA PRASARANA PEMILU

NO| KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. | Persyaratan

Surat Permohonan Peminjaman Sarana Prasarana
Pemilu oleh pihak eksternal.

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Pihak eksternal sebagai peminjam mengajukan
surat permohonan Peminjaman Sarana Prasarana
Pemilu yang mencantumkan jenis dan jumlah
kebutuhan. Selanjutnya, ditujukan ke alamat
kantor KPU Kabupaten Bojonegoro - Jalan K.H.R.
Moch. Rosyid Nomor 93 Bojonegoro, Jawa Timur
dan/atau alamat email
kpukabbojonegoro@gmail.com dengan
mencantumkan contact person yang dapat
dihubungi;

Surat Permohonan Peminjaman Sarana Prasarana
Pemilu diagenda ke dalam Surat Masuk dan
dinaikan untuk disposisi surat kepada Sekretaris
selaku Kuasa Pengguna Barang KPU Kabupaten
Bojonegoro.

Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro
memberikan disposisi surat menjawab
persetujuan atau tidak atas permohonan
Peminjaman Sarana Prasarana Pemilu paling
lama 1 (saty) hari kerja sejak diterimanya surat
permohonan;

Apabila disetujui :

Disposisi Surat ditujukan kepada Kasubag
Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) untuk
memproses penyiapan Peminjaman Sarana
Prasarana Pemilu yang dibutuhkan.

Apabila tidak disetujui :

Menyampaikan surat balasan yang menjelaskan
alasan tidak dapatnya meminjamkan Sarana
Prasarana Pemilu yang dibutuhkan.

(sebagaimana terlampir Standar Operasional
Prosedur).

Selanjutnya, untuk Peminjaman Sarana




Prasarana yang disetujui, Kasubag KUL
meneruskan kepada Petugas untuk segera
disiapkan dan dilakukan penandatanganan BAST
(Berita Acara Serah Terima) antara Peminjam dan
Petugas serta akan dikembalikan sesuai dengan
dokumen yang telah ditetapkan.

Jangka waktu Maksimal 1 (satu) hari kerja

pelayanan

Biaya/tarif Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam
Pelayanan Permohonan Peminjaman Sarana
Prasarana Pemilu.

Produk Lembar Disposisi, BAST dan/atau Surat Jawaban

pelayanan apabila tidak disetujui, dalam bentuk hardcopy.

Penanganan Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap

pengaduan, layanan Permohonan Peminjaman Sarana Prasarana

saran, dan Pemilu dapat disampaikan melalui:

masukan/apres

iasi

1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.

3 | Telepon: (0274) 897760

4 | Petugas:

e Pitriono

Jefri Kurniawan
Luluk Ariyanto
Ali Irkhamni

5 | Whatsapp: 0852-3496-2856

6 | Instagram: @kpubojonegoro

7 | Twitter: @kpu_bojonegoro

8 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro




PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 | Dasar Hukum 1 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863).

2 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum




Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita ~ Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan
Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam

Pemilihan Umum Di Dalam Negeri;

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

prasarana,
dan/atau

fasilitas

Kompetensi Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
pelaksana Tahun 2021

Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan
internal memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
Jumlah 4 (empat) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Peminjaman Sarana Prasarana Pemilu.
pelayanan

Jaminan 1 [Jaminan terhadap perlindungan informasi yang
keamanan dan termasuk kategori dikecualikan;

keselamatan

pelayanan 2 | SOP Peminjaman Sarana Prasarana Pemilu.
Evaluasi kinerja | Penyesuaian/pemutakhiran SOP Peminjaman Sarana
pelaksana Prasarana Pemilu apabila diperlukan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM PEMILU

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. | Persyaratan 1 | Warga Negara Indonesia;

2 | Mengisi Buku Tamu;

3 | Menunjukkan KTP/Identitas lain melampirkan
fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.

2. | Sistem, 1 |Pemohon mengajukan permintaan layanan
mekanisme, dan konsultasi hukum pemilu melalui media informasi:
prosedur website PPID, email, telepon, atau datang

langsung;

2 | Pemohon melengkapi persyaratan;

3 | Petugas memberikan layanan konsultasi hukum
tentang kepemiluan.

3. |Jangka waktu |Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan
pelayanan permasalahan yang diajukan.

4 | Biaya/tarif Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.

S | Produk Layanan konsultasi hukum pemilu.
pelayanan

6 | Penanganan Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
pengaduan, layanan konsultasi hukum pemilu dapat disampaikan
saran, dan melalui:
masukan/apres : - _
iasi 1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.

3 | Telepon: (0274) 897760

4 | Whatsapp: 0852-3496-2856




5 | Instagram: @kpubojonegoro

6 | Twitter: @kpu_bojonegoro

7 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 | Dasar Hukum 1 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

2 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

3 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita ~ Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);




4 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Sarana dan

Buku, meja layanan konsultasi hukum, buku

prasarana, konsultasi, buku/dokumen terkait regulasi, komputer
dan/atau dan printer, alat tulis kantor lainnya.
fasilitas
Kompetensi SDM yang menangani layanan konsultasi hukum
pelaksana pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Pengawasan Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
internal pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Jumlah 5 (lima) orang.
pelaksana
Jaminan SOP Pelayanan Konsultasi Hukum Pemilu.
pelayanan
Jaminan 1 |Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
keamanan dan
keselamatan 2 |Tersedianya alat pengaman kerja seperti APAR
pelayanan (Alat Pemadam Api Ringan), kotak P3K, jalur
evakuasi, titik kumpul;
3 | Sistem pengamanan jaringan komputer.
Evaluasi kinerja | 1 | Penyesuaian/pemutakhiran SOP apabila
pelaksana diperlukan;

2 | Survei kepuasan masyarakat atas layanan yang
diberikan;




Laporan kepada pimpinan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Desember 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BOJONEGORO PADA PEMILIHAN UMUM

NO| KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. |Persyaratan

1

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta
Pemilu;

Surat rencana waktu pengajuan bakal calon
Anggota DPRD kabupaten/kota Pemilu 2024 dari
Partai Politik Peserta Pemilu kepada Ketua KPU
Kabupaten Bojonegoro;

Memastikan pengisian data dan dokumen untuk
pengajuan Bakal Calon telah lengkap di Aplikasi
Silon.

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten
Bojonegoro mengirimkan surat rencana waktu
pengajuan  bakal calon Anggota  DPRD
kabupaten/kota  kepada  KPU Kabupaten
Bojonegoro dalam bentuk softfile dan/atau
hardfile;

Petugas menyiapkan Buku Tamu, Tanda Pengenal,
SK Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten
Bojonegoro, dan kelengkapan tempat/bahan
prosesi pengajuan bakal calon;

Memastikan pengisian data dan dokumen untuk
pengajuan bakal calon telah lengkap;

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten
Bojonegoro melakukan pengajuan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro sesuai surat
rencana yang telah disampaikan kepada KPU
Kabupaten  Bojonegoro dan  menyerahkan
dokumen pengajuan kepada Petugas;

Petugas menerima dokumen pengajuan kemudian
memeriksa dan meneliti dokumen yang ada dengan
yang tercantum pada aplikasi Silon;

Petugas menerbitkan Tanda Pengembalian atau
Tanda Terima Dokumen Pengajuan dan Berita
Acara Pengajuan untuk ditandatangani para




pihak;

3. |Jangka waktu
pelayanan

Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam PKPU
Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 352
Tahun 2023.

4 | Biaya/tarif

Tidak dikenakan biaya/tarif.

5 | Produk
pelayanan

Tanda Pengembalian atau Tanda Terima Dokumen
Pengajuan dan Berita Acara Pengajuan.

6 | Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan /apres
iasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan
melalui:

N

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.
3 | Telepon: (0274) 897760
4 | Petugas:
e Anis Istigomah
e Eko Wahyu Sulistyanto
5 | Whatsapp: 0852-3496-2856
6 |Instagram: @kpubojonegoro
7 | Twitter: @kpu_bojonegoro
8 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang




Pemillhan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten /Kota.

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, SK

prasarana, Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat
dan/atau Kabupaten Bojonegoro, Aplikasi Sipol, dan Aplikasi
fasilitas Silon.

Kompetensi 1. Memahami aturan mengenai pencalonan, aplikasi
pelaksana Sipol, dan aplikasi Silon;

2.

Memiliki kemampuan pelayanan publik,
komunikasi yang baik, dan kerja tim yang baik;

. Berintegritas dan netral.




Pengawasan

Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan

internal memastikan permintaan dari pemohon terpenubhi.
Jumlah 2 (dua) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
pelayanan Bojonegoro Pemilu 2024.

Jaminan 1 |Setiap pengunjung, tamu, dan peserta pemilu
keamanan dan harus melalui pemeriksaan keamanan di pintu
keselamatan masuk;

pelayanan :

2 | Lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro dilengkapi
dengan CCTV untuk memantau setiap aktivitas
dan mencegah potensi ancaman;

3 | Petugas Keamanan yang terlatih selalu siaga untuk
mengawasi situasi dan merespons cepat jika ada
insiden;

4 |Hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang
diizinkan masuk ke ruangan pengajuan
pencalonan.

Evaluasi kinerja | Penyesuaian/pemutakhiran SOP apabila diperlukan.
pelaksana

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 April 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

NO| KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. |Persyaratan

Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro dari Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

1 |Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro  mengajukan  surat
permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bojonegoro yang ditujukan ke alamat kantor KPU
Kabupaten Bojonegoro - Jalan K.H.R. Moch. Rosyid
Nomor 93 Bojonegoro, Jawa Timur dan/atau
alamat email kpukabbojonegoro@gmail.com
dengan mencantumkan contact person yang dapat
dihubungi;

2 | Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan
jawaban atas permohonan Penggantian
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bojonegoro dari Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya
surat permohonan;

3 | Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan
Penggantian  Antarwaktu  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional
Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana
terlampir.

3. |Jangka waktu
pelayanan

5 (lima) hari kerja

4 | Biaya/tarif

Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam
permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

5 | Produk
pelayanan

Berita Acara, Surat Jawaban, dan Lampiran yang berisi
penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu




Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bojonegoro dalam bentuk hardcopy.

6 | Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan/apres
iasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan
melalui:

1

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.
3 | Telepon: (0274) 897760
4 | Petugas:
e Anis Istigomah
e Eko Wahyu Sulistyanto
e Anggi Puspita Dewi
5 | Whatsapp: 0852-3496-2856
6 | Instagram: @kpubojonegoro
7 | Twitter: @kpu_bojonegoro
8 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;




Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021




perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu
Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen

prasarana, SOP PAW, Salinan Keputusan Hasil Pemilu Anggota

dan/atau DPRD Kabupaten Bojonegoro, Salinan Keputusan

fasilitas Hasil Perolehan Kursi, Salinan Keputusan Penetapan
DCT, Aplikasi Simpaw, dan Arsip.

Kompetensi Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

pelaksana Tahun 2021

Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan

internal memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.

Jumlah 3 (tiga) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan

pelayanan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Jaminan 1 |Jaminan terhadap perlindungan informasi yang

keamanan dan termasuk kategori dikecualikan;

keselamatan ;

pelayanan 2 | SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Penyesuaian /pemutakhiran SOP Penggantian
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro apabila diperlukan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOJONEGORO PADA PEMILIHAN SERENTAK

NO| KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. |Persyaratan

Peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang
diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau
Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh
sejumlah orang;

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

KPU Kabupaten Bojonegoro mengumumkan
informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon
sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon
dibuka;

KPU Kabupaten Bojonegoro membuka masa
pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga)
hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran
Pasangan Calon;

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten
Bojonegoro mendaftarkan Pasangan Calon bupati
dan wakil bupati kepada KPU Kabupaten
Bojonegoro;

Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota
pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada
saat pendaftaran;

Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan
diri sebagai Pasangan Calon jika memenuhi syarat
dukungan dan persebaran;

KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan
penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon
untuk memastikan dan memeriksa:

a. kehadiran:

1) Pimpinan Partai Politik Tingkat
Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan
Calon yang diusulkan; dan/atau

2) Pasangan Calon perseorangan;

b. pemenuhan persyaratan pencalonan;

c. kelengkapan dan  kebenaran  dokumen
persyaratan pencalonan;

d. elengkapan dokumen persyaratan calon.




KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan status
pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan
pemeriksaan;

Dalam hal hasil pemeriksaan terpenuhi, KPU
Kabupaten Bojonegoro memberikan tanda terima
kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung
serta memberikan surat pengantar dan tanda
terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di
rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Kabupaten
Bojonegoro kepada Pasangan Calon.

Dalam hal hasil pemeriksaan belum terpenuhi,
KPU mengembalikan naskah fisik dokumen
persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan
calon, dan memberikan tanda pengembalian.
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon
perseorangan harus melengkapi dan mendaftar
kembali ke KPU Kabupaten Bojonegoro pada masa
pendaftaran.

Jangka waktu Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam PKPU

pelayanan Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229
Tahun 2024.

Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/tarif.

Produk Tanda Terima Pemeriksaan Dokumen

pelayanan

Penanganan Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap

pengaduan, layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan

saran, dan melalui:

masukan /apres

iasi 1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.

3 | Telepon: (0353) 897760

4 | Petugas:

e Wahyu Zirwan Astari
e Anis Istigomah




e Eko Wahyu Sulistyanto

Whatsapp: 0852-3496-2856

Instagram: @kpubojonegoro

Twitter: @kpu_bojonegoro

5
6
P
8

Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);




Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota Dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan
Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Aplikasi

prasarana, Silonkada.
dan/atau
fasilitas
Kompetensi 1. Memahami aturan mengenai pencalonan dan
pelaksana aplikasi Silonkada;
2. Memiliki kemampuan pelayanan publik,
komunikasi yang baik, dan kerja tim yang baik;
3. Berintegritas dan netral.
Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan
internal memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
Jumlah 3 (tiga) orang.
pelaksana
Jaminan SOP Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
pelayanan Bupati Bojonegoro pada Pemilihan Serentak.
Jaminan 1 |Setiap pengunjung, tamu, dan peserta pemilu
keamanan dan harus melalui pemeriksaan keamanan di pintu
keselamatan masuk;
pelayanan : ;
2 | Lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro dilengkapi
dengan CCTV untuk memantau setiap aktivitas
dan mencegah potensi ancaman;
3 | Petugas Keamanan yang terlatih selalu siaga untuk

mengawasi situasi dan merespons cepat jika ada
insiden;




4 |Hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang

diizinkan masuk ke ruangan pengajuan
pencalonan.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Penyesuaian /pemutakhiran SOP apabila diperlukan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Agustus 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN

MASYARAKAT

NO| KOMPONEN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. | Persyaratan 1 |Identitas pelapor (KTP elektronik dan nomor
telepon);
2 | Bukti atau dokumen pengaduan.

2. | Sistem, 1 |Mengirimkan aduan secara lengsung di kotak
mekanisme, dan pengaduan atau melalui email dan sarana lain
prosedur yang disediakan;

2 | Mengisi formulir pengaduan;

3 | Mengisi Buku Register;

4 |Memperoleh tanda bukti atas pengaduan
masyarakat;

5 |Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan

masyarakat.

3. |Jangka waktu
pelayanan

14 (empat belas) hari.

4 | Biaya/tarif

Tidak dikenakan biaya/tarif.

5 | Produk
pelayanan

Tanda bukti atas pengaduan masyarakat dan
tanggapan atas pengaduan masyarakat.

6 Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan /apres
iasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan
melalui:

1

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.
3 | Telepon: (0274) 897760




Petugas:
e Anis Istigomah
e Eko Wahyu Sulistyanto

Whatsapp: 0852-3496-2856

Instagram: @kpubojonegoro

Twitter: @kpu_bojonegoro

S
6
{4
8

Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, @ dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum




Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

prasarana,
dan/atau
fasilitas
Kompetensi 1. Memiliki kemampuan pelayanan publik,
pelaksana komunikasi yang baik, dan kerja tim yang baik;
2. Berintegritas dan netral.
Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan
internal memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
Jumlah 2 (dua) orang.
pelaksana
Jaminan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
pelayanan yang berlaku.
Jaminan 1 |Setiap pengunjung dan tamu harus melalui
keamanan dan pemeriksaan keamanan di pintu masuk;
keselamatan . - ;
pelayanan 2 | Lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro dllengk.apl
dengan CCTV untuk memantau setiap aktivitas
dan mencegah potensi ancaman;

3 | Petugas Keamanan yang terlatih selalu siaga untuk
mengawasi situasi dan merespon cepat jika ada
insiden;

4 |Hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang
diizinkan masuk ke ruangan pengajuan
pencalonan.

Evaluasi kinerja | Penyesuaian/pemutakhiran SOP apabila diperlukan.
pelaksana

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN

2024

NO| KOMPONEN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. | Persyaratan

1

Surat Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro kepada
Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten
Bojonegoro;

Salinan terautentifikasi Keputusan KPU
Kabupaten Bojonegoro Nomor 1420 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2024.

2. | Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Partai Politik mengajukan surat permohonan
autentifikasi salinan Keputusan tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024 dari Partai Politik yang ditujukan ke
alamat KPU Kabupaten Bojonegoro Jalan K.H.R.
Moch. Rosyid Nomor 93 Bojonegoro, Jawa Timur
dan/atau alamat email
kpukabbojonegoro@gmail.com dengan
mencantumkan contact person yang dapat
dihubungi;

Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan
jawaban atas permohonan autentifikasi salinan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024 Partai Politik paling lambat 1 (satu)
hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;

Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan
autentifikasi salinan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Politik ini
dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur
yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.

3. |Jangka waktu
pelayanan

3 (tiga) - 5 (lima) hari kerja




4 | Biaya/tarif Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam

permohonan autentifikasi salinan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

S5 |[Produk Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam
pelayanan bentuk hardcopy.

6 |Penanganan Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
pengaduan, layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan
saran, dan melalui:
masukan/apres
iasi 1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.

Telepon: (0274) 897760

Petugas:
e Anis Istiqgomah
e Eko Wahyu Sulistyanto

Whatsapp: 0852-3496-2856

Instagram: @kpubojonegoro

7

Twitter: @kpu_bojonegoro

8

Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 Dasar Hukum 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




5189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum




Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita ~ Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7 | Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun
2015 perihal Pemberian Surat Keterangan
Autentifikasi Perolehan Suara.

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen

prasarana, SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Hasil Pemilu

dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024,

fasilitas Arsip.

Kompetensi Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736

pelaksana Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan
Autentifikasi Perolehan Suara.

Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan

internal memastikan permintaan dari pemohon terpenubhi.

Jumlah 2 (dua) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Penetapan Hasil

pelayanan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Jaminan 1 |Jaminan terhadap perlindungan informasi yang

keamanan dan termasuk kategori dikecualikan;

keselamatan - -

pelayanan 2 |SOP Autentifikasi Salinan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun




2024.

Evaluasi kinerja
pelaksana

Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024 apabila diperlukan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM

NO| KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. |Persyaratan 1 | Warga Negara Indonesia;

2 | Mengisi buku tamu;

3 | Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan
fotocopy KTP/identitas lain yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.

2. | Sistem, 1 |Mengirimkan permohonan secara langsung atau
mekanisme, dan melalui email dan sarana lain yang disediakan;
prosedur >y

2 | Mengisi buku register;

3 | Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau
hardcopy yang sudah diarsipkan;

4 | Jika ditemukan di website JDIH KPU RI, JDIH KPU
Jawa Timur, JDIH KPU Kabupaten Bojonegoro
dapat diunduh oleh petugas dan/atau link
download dapat disampaikan kepada Pemohon;

5 |Jika tidak ditemukan di dalam website JDIH,
petugas mencari dalam arsip dan
menggandakannya kemudian diserahkan kepada
pemohon dalam bentuk softcopy atau hardcopy.

6 |Petugas menyerahkan produk hukum disertai
tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.

3. |Jangka waktu 30 menit - 1 jam
pelayanan

4 | Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/tarif.

S |Produk Produk hukum dalam bentuk softcopy atau hardcopy.
pelayanan

6 | Penanganan Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
pengaduan, layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan
saran, dan melalui:
masukan /apres : R ;
iasi 1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam




Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:
kpukabbojonegoro@gmail.com.

3 | Telepon: (0274) 897760

4 | Petugas:
e Anis Istigomah
e Eko Wahyu Sulistyanto

5 | Whatsapp: 0852-3496-2856

6 | Instagram: @kpubojonegoro

7 | Twitter: @kpu_bojonegoro

8 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 | Dasar Hukum 1 |Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;

3 |Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;




4 |Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum.

Sarana dan

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Jaringan

prasarana, Internet, Arsip Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro.
dan/atau

fasilitas

Kompetensi SDM pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
pelaksana dan Hukum.

Pengawasan Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan
internal memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
Jumlah 2 (dua) orang.

pelaksana

Jaminan Pelayanan dilaksanakan berdasarkan SOP.

pelayanan

Jaminan 1 | Pengawasan lingkungan dengan CCTV;

keamanan dan :
keselamatan 2 | Tersedianya alat pengaman kerja seperti APAR
pelayanan (Alat Pemadam Api Ringan), kotak P3K, jalur

evakuasi, titik kumpul;

3 | Sistem pengamanan jaringan komputer.

Evaluasi kinerja
pelaksana

1 | Penyesuaian/pemutakhiran SOP apabila
diperlukan;

2 | Survei kepuasan masyarakat atas layanan yang
diberikan;

3 | Laporan kepada pimpinan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN REKRUITMRN BADAN ADHOC
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. |Persyaratan 1 |e Calon Badan Adhoc wajib mempunyai akun
SIAKBA
e Memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022
2. | Sistem, 1 |Petugas menerima tamu memastikan pelamar
mekanisme, Badan adhoc mengisi buku tamu
dan prosedur
2 | Pelamar menemui petugas helpdesk BadanAdhoc
3 | Petugas helpdesk mencatat tujuan konsultasi dan
permasalahan dari pelamar Badan adhoc dan
memberikan layanan sesuai kebutuhan pelamar
3. |Jangka waktu Sesuai dengan tahapan yang telah tertuang di
pelayanan Peraturan Komisi Pemilihan Uum Nomor 8 Tahun
2022
4 | Biaya/tarif Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif
5 | Produk Terbentuknya Badan Adhoc
pelayanan
6 | Penanganan Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
pengaduan, layanan  pembentukan Badan Adhoc dapat
saran, dan disampaikan melalui:
masukan /apres
iasi 1 |Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

2 | Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:

kpukabbojonegoro@gmail.com.

3 | Telepon : (0353) 897760




Petugas:
e Dimas Muhammad Fanani
e Rindy Frentiana Selan

e Rohmad
5 | Whatsapp : 0852-3496-2856
6 | Instagram : @kpubojonegoro
7 | Twitter : 0852-3496-2856
8 | Facebook : KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1

Dasar Hukum

1

Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 209 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Cata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

2 Sarana dan Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen
prasarana, SOP Permohonan Informasi Publik.
dan/atau
fasilitas

3 | Kompetensi SDM pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya
pelaksana Manusia

4 | Pengawasan Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro memeriksa dan
internal memastikan pembentukan BadanAdhoc terpenuhi.




Jumlah 3 (tiga) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Pembentukan Badan Adhoc KPU Kabupaten

pelayanan Bojonegoro Tahun 2024.

Jaminan 1 |Jaminan terhadap perlindungan Informasi yang

keamanan dan termasuk kategori dikecualikan;

keselamatan

pelayanan 2 | SOP Permohonan Pembentukan Badan Adhoc
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Evaluasi kinerja | Penyesuaian/pemutakhiran SOP Pembentukan Badan
pelaksana Adhoc Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 apabila
diperlukan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 November 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

FATKHUR ROHMAN




STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI
KPU KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)
1. | Persyaratan 1 | Surat Permohonan/Pengiriman

Mahasiswa Magang dari Universitas

2 | Daftar riwayat hidup

3 | Proposal pengajuan magang

4 | Tidak menuntut pemberian insentif (ada
surat pernyataan)

5 | Surat Pernyataan bersedia menyimpan
rahasia lembaga (ada surat pernyataan)

2. | Sistem, mekanisme, dan 1 | Perguruan Tinggi/calon mahasiswa
prosedur magang menyampaikan surat

permohonan/pengiriman mahasiswa
magang kepada KPU Kabupaten Bojonegoro

2 | Surat permohonan/pengiriman
mahasiswa magang ditidaklanjuti
apakah disetujui atau tidak (disertai klausul
diterima/tidak)

3 | Jika disetujui akan ditindaklajuti dengan
diterbitkan surat persetujuan
Magang/Penerimaan Mahasiswa
Magang

4 | Jika belum disetujui maka akan dijawab
melalui surat disertakan dengan alasannya.

5 | Pelaksanaan magang dilakukan secara daring
datau luring

6 | Laporan pelaksanaan magang

7. | Pemberian Sertifikat dan Surat
Keterangan Magang




NO KOMPONEN URAIAN
8. | Permohonan informasi dapat melalui
Whatsapp, Facebook, Telegram,
Instagram, dan X (Twitter)
3. | Jangka waktu pelayanan Hari Kerja Jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
4, | Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/tarif
5. | Produk pelayanan 1. | Informasi Kebutuhan mahasiswa
Magang
2. | Surat Persetujuan Magang/Surat
Penerimaan Magang
3. | Sertifikat Pelaksanaan Magang
4. | Surat Keterangan Pelaksaaan Magang
6. Penanganan pengaduan, Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi

saran, dan
masukan/apresiasi

terhadap layanan pendidikan kepemiluan
dapat disampaikan melalui:

1.

=

o N

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang
PPID,

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro

JI. KHR Moh Rosyid Nomor 93,

Bojonegoro.

Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:

kpukabbojonegoro@gmail.com
Telepon : (0353) 897760

Petugas:
El Dimas Muhammad Fanani
™ Rohmad

Whatsapp : 0852-3496-2856

Instagram : @kpubojonegoro
Twitter : 0852-3496-2856

Facebook : KPU Kabupaten Bojonegoro
Email : kpukabbojonegoro@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.

Dasar hukum

1

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);




Peraturan Komisi Pemilihan  Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita|
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariati
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Bomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99).




Sarana dan prasarana, dan/atau
fasilitas

Komputer, Internet, Printer, Kertas

Kompetensi pelaksana

SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin
pelaksanaan magang.

Pengawasan internal

Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU DIY

Jumlah pelaksana

2 (dua) orang

Jaminan pelayanan

1. | Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

2. | Maklumat Pelayanan Informasi penerimaan

Mahasiwa Magang

3. | Keputusan tentang pemberian Kompensasi

apabila Pelayanan tidak sesuai Standar

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Evaluasi kinerja pelaksana

Terdapat Petugas Keamanan

CCTV

Alat Pemadam Kebakaran

Jalur Evakuasi

Titik Kumpul

ol i [t Wt e

Kotak P3K

7. | Matrik Prosedur Keselamatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan

pengguna layanan dan diadministrasikan dan
didokumentasikan

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1.

Persyaratan

1.

Perseorangan - memiliki identitas diri
(KTP/SIM/Paspor).

Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen
pengesahan Badan Publik

Mengisi formulir permohonan informasi yang
tersedia baik secara daring maupun luring dengan
dibantu oleh petugas.

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

Pemohon informasi mengajukan permohonan
informasi dengan cara datang langsung, melalui
telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kabupaten
Bojonegoro, surat elektronik, e-PPID, dan media
sosial resmi KPU Kabupaten Bojonegoro (Instagram,
Twitter, dan Facebook)

Desk pelayanan memilah permintaan informasi
dengan ketentuan:

a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi
formulir permohonan informasi. Pemohon
informasi melalui media lain seperti surat, email,
telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh
desk pelayanan.

b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan
informasi dalam Buku Registrasi. Desk
pelayanan memberitahukan nomor

formulir permohonan
informasi.

c. Desk pelayanan dapat langsung

memberikan informasi, jika informasi yang
diminta adalah yang tersedia setiap saat,




tidak termasuk Kkategori dikecualikan atau

berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam

bentuk hardcopy/softcopy.

. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala

dan serta merta, desk pelayanan menyarankan

pemohon informasi untuk membuka website
resmi KPU (kpugo.id) atau KPU Kabupaten

Bojonegoro (kab-bojonegoro kpu.go.id).

. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan

memberikan jawaban tertulis apakah dapat

memenuhi permohonan informasi atau tidak
memenuhi dengan disertai alasan.

Jika informasi yang dimaksud tidak dalam

penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU

Kabupaten  Bojonegoro, desk  pelayanan

memberikan pemberitahuan tertulis disertai

alasan dan menginformasikan kepada pemohon
informasi, badan publik yang menguasai
informasi tersebut apabila mengetahui.

. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori

informasi yang dikecualikan, desk pelayanan

menginformasikan kepada pemohon informasi
dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang
informasi yang dikecualikan.

. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk

pelayanan menginformasikan kepada pemohon

informasi mengenai haknya mengajukan surat
keberatan kepada Atasan PPID.

Jika informasi yang dimohon pemohon informasi

belum dapat diberikan, desk pelayanan

menginformasikan kepada pemohon informasi
bahwa:

e Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan
diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja,
dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja
dengan alasan.

e Informasi lain akan diberikan dalam jangka
waktu sepuluh hari kerja, dan dapat
diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan
alasan.

Perpanjangan jangka waktu pelayanan
diberitahukan kepada pemohon informasi
disertai alasan.




Jangka waktu
pelayanan

1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan
diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan
dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan
alasan.

2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu
sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama
tujuh hari kerja dengan alasan.

3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai
alasan.

Biaya/tarif

Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam
hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan
informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan
biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan
dibebankan kepada pemohon informasi.

Produk pelayanan

Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy

Penanganan
pengaduan, saran,
dan masukan/
apresiasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi
terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat
disampaikan melalui:

w

o N ¢

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam

Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro
JI. KHR Moh Rosyid Nomor 93,

Bojonegoro.

Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:

kpukabbojonegoro@gmail.com

Telepon : (0353) 897760
Petugas:

e Dimas Muhammad Fanani
® Rochmad

Whatsapp : 0852-3496-2856

Instagram : @kpubojonegoro

Twitter : @kpu_bojonegoro

Facebook : KPU Kabupaten Bojonegoro
Email : kpukabbojonegoro@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);




10.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2021;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keputusan Komisi Pemillhan Umum Nomor
87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemillhan Umum Nomor
88/Kpts/KPU/Tahun 2015  tentang  Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sarana, Prasarana,
dan/fasilitas

1. Meja helpdesk pelayanan;

2. Formulir pelayanan;
3. Petugas helpdesk pelayanan;




Daftar informasi publik;
Mekanisme pelayanan;
Jadwal pelayanan;
Struktur PPID;

Alat tulis;

9. Komputer;

10.  Toilet umum;

11.  Ruang laktasi;

12.  Area parkir;

13. Jalur disabilitas;

14. Pojok Baca; serta
Ruang merokok.

PN A

Kompetensi
Pelaksana

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pengawasan internal

Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Bojonegoro.

Jumlah Pelaksana

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Penunjukan  Pejabat  Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro Jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi
Publik berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

Jaminan pelayanan

* [SOP Standart Pelayanan Publik Tahun 2024

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan,
ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat
pemadam Kkebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul,
kotak P3K, serta prosedur pengamanan.

2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang
termasuk kategori dikecualikan.




Evaluasi kinerja
pelaksana

Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara
berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA



STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI
PENDIDIKAN KEPEMILUAN
KPU KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1.

Persyaratan

1

Diajukan oleh  organisasi/institusi yang
berbadan hukum.

Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU
Kabupaten Bojonegoro paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan
Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua)
puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh)
orang.

Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun
yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia.
Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut,
dapat didaftarkan untuk

diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun
berikutnya.

Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh
layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk
fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang
Tunarungu dan penyediaan template braille berisi
informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra

Sistem, mekanisme, dan
prosedur

Pemohon mengajukan permohonan layanan
Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua
KPU Bojonegoro dalam bentuk surat resmi, yang
ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten
Bojonegoro - Jalan KHR Moh Rosyid Nomor 93
Bojonegoro, dan/atau alamat e-mail

kpukabbojonegoro@gmail.com, dengan

menyebutkan nama organisasi pemohon dan




NO

KOMPONEN

URAIAN

penanggungjawabnya serta mencantumkan
contact person yang dapat dihubungi.

Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan
jawaban atas surat permohonan Layanan
Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah diterimanya surat
permohonan.

Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan
Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai
Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
sebagaimana terlampir

Jangka waktu pelayanan

Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan
Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan
adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran

Biaya/tarif

Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam
permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan
maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan
Kepemiluan

Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan
dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bojonegoro

Produk pelayanan

Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan
Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bojonegoro

Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui
Pendidikan Kepemiluan di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten

Bojonegoro

Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan
melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

4

Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam
pelajaran x 45 menit/hari

Penanganan pengaduan,
saran, dan
masukan /apresiasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan
melalui:




el Bl

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak
Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten
Bojonegoro, ]l. KHR Moh Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro.

Pengaduan Masyarakat melalui email:

Telepon : (0353) 897760

Petugas:

e Dimas Muhammad Fanani

. Rindy Frentiana Selan

. Rohmad

Whatsapp : 0852-3496-2856

Instagram : @kpu_bojonegoro

Twitter : @kpu_bojonegoro

Facebook : KPU Kabupaten Bojonegoro
Email : kpukabbojonegoro@gmail.com

Proses pengaduan dan prosedur penanganan
pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.
Apabila pengaduan tidak dapat
diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka
pemberi layanan mendapat sanksi
sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1. |Dasar hukum

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2022  tentang  Perubahan  atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar

Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun




2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

Sarana dan prasarana, dan/atau
fasilitas

Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan
pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai,
perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan
yang terstandardisasi, alat peraga pendidikan
pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat
perekam dan kamera), sound system, LCD Projector,

Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.




NO KOMPONEN URAIAN

2 | Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih
disabilitas disediakan di ruang yang dapat
diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.

3. | Kompetensi pelaksana Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang
berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua,
Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten
Bojonegoro.

4. | Pengawasan internal Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan
akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara
berjenjang, berkala dan berkelanjutan.

5. | Jumlah pelaksana 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro dan 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

6. | Jaminan pelayanan 1 | Maklumat Pelayanan

2 |Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan
dilaksanakan sesuai jadwal yang telah
ditentukan.

3 | Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi
oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan
penugasan.

4 | Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang
disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro

5 | Kegiatan Layanan Pendidikan = Kepemiluan
dilaksanakan di ruangan yang representatif,
memadai dan aksesibel.

6 | Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
maka penerima layanan dapat menyampaikan
pengaduan kepada pemberi layanan.

7. | Jaminan keamanan dan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat

keselamatan pelayanan

yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana
keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos
keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24
jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan
kamera CCTV, tersedianya sirine /alarm

kebakaran, jalur evakuasi,
kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K),
kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara
atau TOA.




NO

KOMPONEN

URAIAN

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh
peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan
kegiatan

Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno
Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dan/atau
Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro

Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui
Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 September 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.
ROBBY ADI PERWIRA




STANDAR PELAYANAN PINDAH MEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2024

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. | Persyaratan 1 |Warga Negara Indonesia;

2 | Mengisi Buku Tamu;

3 |Menunjukkan KTP/Identitas lain melampirkan
fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.

2. | Sistem, 1 |Pemohon mengajukan permintaan layanan
mekanisme, Pindah Memilih melalui: Helpdesk atau datang
dan prosedur langsung;

2 | Pemohon melengkapi persyaratan;

3 | Petugas memberikan layanan Pindah Memilih.

3. |Jangka waktu |Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan
pelayanan permasalahan yang diajukan.

4 | Biaya/tarif Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif.

5 | Produk Layanan Pindah Memilih pada Pemilu Tahun 2024.
pelayanan

6 Penanganan Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
pengaduan, layanan Pindah Memilih pada Pemilu Tahun 2024
saran, dan disampaikan melalui:
masukan /apres

iasi

1

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bojonegoro, Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Nomor 93,
Bojonegoro, Jawa Timur.

Pengaduan Masyarakat melalui e-mail:

kpukabbojonegoro@gmail.com.

Telepon: (0274) 897760

Helpdesk: 081234037591

Instagram: @kpubojonegoro

oDl || W

Twitter: @kpu_bojonegoro




7 | Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1 | Dasar Hukum 1 |Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

2 |Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

3 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi  Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);




4 |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Sarana dan

Buku, meja layanan pindah memilih, dokumen terkait

prasarana, regulasi, komputer dan printer, alat tulis kantor

dan/atau lainnya.

fasilitas

Kompetensi SDM yang menangani layanan Pindah Memilih pada

pelaksana Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pengawasan Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung

internal pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Jumlah 2 (dua) orang.

pelaksana

Jaminan SOP Pelayanan Pindah Memilih

pelayanan

Jaminan 1 |Pengawasan lingkungan dengan CCTV;

keamanan dan

keselamatan 2 |Tersedianya alat pengaman Kkerja seperti APAR

pelayanan (Alat Pemadam Api Ringan), kotak P3K, jalur

evakuasi, titik kumpul;

3 | Sistem pengamanan jaringan komputer.

Evaluasi kinerja
pelaksana

1 | Penyesuaian/pemutakhiran SOP apabila
diperlukan;

2 | Survei kepuasan masyarakat atas layanan yang
diberikan;




Laporan kepada pimpinan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 September 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

FATKHUR ROHMAN




PENGESAHAN

1. Standar Pelayanan Publik ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian
sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

2. Standar Pelayanan Publik ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara
rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;

3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ini;

4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Standar Pelayanan Punlik ini batal seluruhnya;

Standar Pelayanan Publik ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Ditetapkan di Bojonegoro

Pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala SulyB Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
/, /’\'“
Yo A7)
/'/ 4{“4,
.
Wahy&2Ziwan Astari

W~



LAMPIRAN Il

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO



JI. KHR. Moh. Rosyid No. 93

Tanggal Efektif

Bojonegoro Disahkan oleh

KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor SOP : | ol /ORT.06/3522/2023
KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Pembuatan : | 31 Januari 2023
Tanggal Revisi : -

31 Januari 2023

ADITYARINI NQ@AHAYU
NIP. 19810220.200912 2 002

Roo STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) \ :
PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC _
PEMILU TAHUN 2024

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat lenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023
Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum.

) Badan Adhoc;
4 Seluruh Pegawai;

Keterkaitan :

1,

SOP Pengamanan Internal Kantor

Peralatan/Perlengkapan :
1 PC/ Laptop;

p. Alat Tulis Kantor;
£ Printer

Peringatan :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Pelayanan Konsultasi
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc
Pemilu Tahun 2024.

Pencatatan dan Pendataan :

1. BukuTamu

2. laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc
3.  Bukti Penerimaan (DN.03).

Pelaksana Mutu Baku
Badan Petugas Bendahara Pejabat Kelengkapan Waktu | Satuan Output
e Naives Adhoc Pembuat Waktu
Komitmen

1 Badan Adhoc membawa 1.Buku Tamu; 5 menit | Laporan

Laporan - 2.laporan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pertanggung Anggaran Pemilu
Anggaran Pemilu Tahun jawaban Tahun 2024
2024 ke Kantor KPU Anggaran
Kabupaten Bojonegoro - Pemilu
Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Tahun 2024.
Nomor 93 Bojonegoro,
Jawa Timur dengan
menghubungi Petugas
terlebih dulu sesuai wilayah
yang telah ditetapkan dan
mengisi Buku Tamu
Kunjungan Kantor.

2. Badan Adhoc diterima oleh Laporan 30 menit Laporan
Petugas. Selanjutnya Pertanggungjaw Pertanggungjawaban
Laporan aban Anggaran Anggaran Pemilu
Pertanggungjawaban Y Pemilu Tahun Tahun 2024
Anggaran diteliti - 2024.
kelengkapan yang terdiri
dari SPTIM dan
lampirannya dan
kesesuaian bukti dukung.




No.

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Badan
Adhoc

Petugas

Bendahara

Pejabat
Pembuat
Komitmen

Kelengkapan

Waktu

Satuan
Waktu

Output

PIC memberikan
rekomendasi:
Apabila disetujui:
Laporan
Pertanggungjawaban
Anggaran Badan
diterima dan  dikelola
penyimpanannya dengan
dilakukan scan terlebih dulu
untuk diupload di Sistem
Informasi
Pertanggungjawaban Badan
Adhoc (SITAB) dan Google
Drive Badan Adhoc sesuai
dengan wilayah dan bulan

Adhoc

Apabila perlu perbaikan:
Laporan
Pertanggungjawaban
Anggaran dikembalikan ke
Badan Adhoc untuk
dilakukan perbaikan sesuai
rekomendasi dan  hasil
konsultasi.

Disatujui

Tidak
Disetujui

Laporan
Pertanggungj
awaban
Anggaran
Pemilu Tahun
2024

menit

1.Laporan
Pertanggungjawaban
Anggaran Pemilu Tahun
2024;

2.Bahan Pertimbangan:
a. SPTIM Tidak Lengkap;
b. Bukti Dukung Kurang

atau belum sesuai.

Badan Adhoc dapat
mencetak Bukti Penerimaan
(DN.03) sebanyak 2 (dua)
rangkap yang
ditandatangani oleh
Sekretaris Badan Adhoc.
Selanjutnya Bukti
Penerimaan (DN.03)
ditandatangani oleh
Bendahara dan Pejabat
Pembuat Komitmen.

Bukti
Penerimaan
(DN.03)

15

menit

Bukti Penerimaan (DN.03)

Badan Adhoc menerima
Bukti Penerimaan (DN.03)
sebanyak 1 (satu) rangkap.

Bukti
Penerimaan
(DN.03)

menit

Bukti Penerimaan (DN.03)




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomaor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

03 /ORT.06/3522/2023
2 .Ianua ri 2023

JI. KHR. Moh. Rosyid No. 93

e ‘Jhmr‘zoza

Bojonegoro Disahkan oleh
IP. 19310250; 912 2 002
STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) )
PELAYANAN PENGAMANAN INTERNAL KANTOR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; | 1. Jagat Saksana;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 | 2. Seluruh Pegawai;
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja | 3. Masyarakat.
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan
Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana),
Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekratariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
Pengamanan Serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat
Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas pada Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/ KIP Aceh, dan Sekratariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jadwal
Pakaian Dinas Lapangan Bagi Personil Satuan Pengamanan Jagat
Saksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ KIP Aceh,
dan Sekratariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengawalan Internal Pimpinan; i PC/ Laptop;
2. SOP Penanganan Masalah; 2 Alat Tulis Kantor;
3. SOP Pengontrolan Internal. 3 Printer
Peringatan ; Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dipenuhi maka Pelayanan Pengamanan Internal Kantor | 1. Buku Tamu/Daftar Hadir.
tidak terlaksanan dengan baik.
Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Jagat Tamu/ { Pimpinar!I Kelengkapan Waktu Satuan Waktu Output
Saksana Pegawai Pegawai
i Jagat Saksana yang Buku 1 menit Buku Tamu/Daftar
bertugas memberi salam Tamu/Daftar Hadir
dan penghormatan dengan - Hadir
sikap ramah dan humanis.
L Jagat Saksana melakukan Buku 1 menit Buku Tamu/Daftar
pemeriksaan terhadap Tamu/Daftar Hadir
barang bawaan/tas tamu Hadir
maupun pegawai yang
datang tanpa menggunakan
kendaraan.
3. Melakukan  pemeriksaan Buku 15 menit Buku Tamu/Daftar
bagasi bagi tamu maupun Tamu/Daftar Hadir
pegawai yang datang Hadir
menggunakan kendaraan.
4, Menanyakan maksud dan Buku 1 menit Melakukan
tujuan tamu tersebut. -4 Tamu/Daftar penggeledahan
Hadir terhadap tamu yang
dicurigai




Mengarahkan tamu untuk Buku Tamu/Daftar menit Buku Tamu/Daftar
mengisi buku daftar hadir. — Hadir Hadir
A
Koordinasi dengan staf Buku Tamu/Daftar menit Buku Tamu/Daftar
pimpinan/karyawan bahwa | rua Hadir Hadir
ada tamu vyang akan | e
menghadap.
Apabila pimpinan/karyawan Buku Tamu/Daftar menit Buku Tamu/Daftar
tidak berkenan  untuk Hadir Hadir
bertemu, sampaikan
kepada tamu untuk
mereschedule jadwal
kunjungan.
Tamu akan segera ditemui Buku Tamu/Daftar menit Buku Tamu/Daftar
atau dipersilahkan Hadir Hadir

memasuki ruangan.

Disetujul




KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor SOP
KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

JI. KHR. Moh. Rosyid No. 93
Bojonegoro Disahkan oleh

@2 /ORT.06/3522/2025
2 Januari ;025

2 Januari 20250

STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM 'PENGADAAN (SiRUP)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; | 1. Staf/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
2.9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang | 2. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum | 3. Ditetapkan oleh SK Pengelola Keuangan.;
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pelayanan Penerimaan Penawaran Dan Konsultasi 1 Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS);
Pengadaan Barang Dan Jasa 2. PC/ Laptop;
3. Alat Tulis Kantor;
Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Pengumuman | 1. RUP Cetak PDF.
Pengadaan Barang/Jasa Di Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP) tidak terlaksana dengan baik.

No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Kuasa Pejabat Petugas Kelengkapan Waktu | Satuan Waktu QOutput
Pengguna Pembuat SiRUP
Anggaran Komitmen

1 Menyiapkan Rancangan Rencana Rincian Kertas 23 Jam Rancangan Rencana

Umum Pengadaan. Kerja Satker Umum Pengadaan
(RKKS)

2. Melakukan kaji ulang rancangan Rincian Kertas 5 menit Rancangan Rencana
Rencana Umum Pengadaan dan Kerja Satker Umum Pengadaan
Membuat Rencana  Umum . (RKKS)

Pengadaan yang telah dikaji
ulang.

3. Menyerahkan Rencana Umum Rancangan 1 Jam Dokumen Rencana
Pengadaan kepada Petugas Rencana Umum Umum Pengadaan
SIRUP untuk diunggah. Pengadaan

4. Mengumumkan Rencana Umum Dokumen 5 menit Dokumen Rencana
Pengadaan. Rencana Umum Umum Pengadaan

Pengadaan

5. Melakukan Print/cetak Rencana Dokumen 5 menit Dokumen Rencana

Umum Pengadaan. Rencana Umum Umum Pengadaan
Pengadaan
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STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC
PEMILIHAN TAHUN 2024

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

i
o

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

5 55 Badan Adhoc;
2 Seluruh Pegawai;

Keterkaitan :

1

SOP Pengamanan Internal Kantor

Peralatan/Perlengkapan :
1. PC/ Laptop;
2 Alat Tulis Kantor;

3 Printer

Peringatan :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Pelayanan Konsultasi
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc
Pemilihan Tahun 2024 tidak terlaksana dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan :
1. BukuTamu
2. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc

3.  Bukti Penerimaan (HIBAH.17).

Pelaksana Mutu Baku
o Badan Petugas Bendahara Pejabat Kelengkapan Waktu | Satuan Qutput
N AR Adhoc Pembuat Waktu
Komitmen
1l Badan Adhoc membawa 1. Buku Tamu; 5 menit | Laporan
Laporan 2. Laporan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pertanggung Anggaran Pemilihan
Anggaran Pemilihan Tahun | jawaban Tahun 2024
2024 ke Kantor KPU Anggaran
Kabupaten Bojonegoro Pemilihan
Jalan K.H.R. Moch. Rosyid Tahun 2024.
Nomor 93 Bojonegoro,
Jawa Timur dengan
menghubungi Petugas
terlebih dulu sesuai wilayah
yang telah ditetapkan dan
mengisi Buku Tamu
Kunjungan Kantor.
2 Badan Adhoc diterima oleh Laporan 30 menit Laporan
Petugas. Selanjutnya Pertanggungjaw Pertanggungjawaban
Laporan aban Anggaran Anggaran Pemilihan
Pertanggungjawaban Y Pemilihan Tahun 2024
Anggaran diteliti - Tahun 2024.
kelengkapan vyang terdiri
dari SPTIM dan
lampirannya dan
kesesuaian bukti dukung.




No.

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Badan
Adhoc

Petugas

Bendahara

Pejabat
Pembuat
Komitmen

Kelengkapan

Waktu

Satuan
Waktu

Output

PIC memberikan
rekomendasi:
Apabila disetujui:
Laporan
Pertanggungjawaban
Anggaran Badan
diterima dan  dikelola
penyimpanannya dengan
dilakukan scan terlebih dulu
untuk diupload di Sistem
Informasi
Pertanggungjawaban Badan
Adhoc (SITAB) dan Google
Drive Badan Adhoc sesuai
dengan wilayah dan bulan

Adhoc

Apabila perlu perbaikan:
Laporan
Pertanggungjawaban
Anggaran dikembalikan ke
Badan Adhoc untuk
dilakukan perbaikan sesuai
rekomendasi dan hasil
konsultasi.

Disetujul

Tidak
Disetujui

Laporan
Pertanggungj
awaban
Anggaran
Pemilihan
Tahun 2024

menit

1.Laporan
Pertanggungjawaban
Anggaran Pemilihan
Tahun 2024;

2.Bahan Pertimbangan:
a. SPTIM Tidak Lengkap;
b. Bukti Dukung Kurang

atau belum sesuai.

Badan Adhoc

(HIBAH.17) sebanyak 2
(dua) rangkap yang
ditandatangani oleh
Sekretaris Badan Adhoc.
Selanjutnya Bukti
Penerimaan (HIBAH.17)
ditandatangani oleh
Bendahara dan Pejabat

Pembuat Komitmen.

Bukti
Penerimaan
(HIBAH.17)

15

menit

Bukti Penerimaan
(HIBAH.17)

Badan Adhoc menerima
Bukti Penerimaan
(HIBAH.17) sebanyak 1
(satu) rangkap.

Bukti
Penerimaan
(HIBAH.17)

menit

Bukti Penerimaan
(HIBAH.17)
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STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN PENERIMAAN PENAWARAN DAN KONSULTASI PENGADAAN BARANG ﬁm jASA /

=

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; | 1. Stakeholder;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang | 2. Staf/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum | 3. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4 Ditetapkan oleh SK Pengelola Keuangan.

) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

5 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Administrasi Surat Masuk; 1. PC/ Laptop;

2. SOP Pengamanan Internal Kantor; 2 Alat Tulis Kantor;

3. SOP Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Aplikasi Sistem 3. Printer
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Pelayanan Penerimaan | 1. Buku Agenda Surat Masuk-Keluar

Penawaran Dan Konsultasi Pengadaan Barang Dan Jasa tidak terlaksana | 2.  Lembar Disposisi;

dengan baik. 3. Buku Tamu/Daftar Hadir;

4. Surat Penawaran Pengadaan Barang/Jasa.
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Stakeholder Jagat Staf/Pimpinan Kelengkapan Waktu | Satuan Waktu Output
Saksana Pengadaan
Barang/lasa

£ Stakeholder mengajukan surat 1.Buku 5 menit Buku Tamu/Daftar
Penawaran Barang/lasa vyang - Tamu/Daftar Hadir
mencantumkan Company Profile, Hadir;
jenis barang/jasa, spesifikasi 2.Surat
teknis, dan harga. Penawaran

Pengadaan
Barang/Jasa.

2. Stakeholder menuju pos 1. Buku 5 menit Buku Tamu/Daftar
penjagaan dengan Tamu/Daftar Hadir
menyampaikan maksud dan Hadir;
tujuan  kunjungan/kedatangan 2.Surat
bahwa akan menyampaikan . Penawaran
Surat Penawaran Pengadaan Pengadaan
Barang/lasa dan berkonsultasi - Barang/Jasa.
terkait perkenalan dan atau
kebutuhan informasi atas
Pengadaan Barang/lasa pada
Kantor KPU Kabupaten
Bojonegoro.




No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Stakeholder Jagat Staf/Pimpinan Kelengkapan Waktu | Satuan Waktu | Output
Saksana Pengadaan
Barang/Jasa

3. Jagat Saksana meminta Surat 5 menit Surat Penawaran
Stakeholder untuk mengisi Buku Penawaran Pengadaan
Tamu/Daftar Hadir selanjutnya _ Pengadaan Barang/Jasa.
meminta untuk menunggu di Sk Barang/lasa.

Ruang Lobby/Tunggu Tamu.

4. Jagat Saksana berkoordinasi L 4 Surat 5 menit Surat Penawaran
dengan Staf/Pejabat Pengadaan Penawaran Pengadaan
Barang/Jasa bahwa ada e Pengadaan Barang/Jasa.
Stakeholder yang akan Disetujui Barang/Jasa.
menghadap.

5. Apabila pimpinan/karyawan tidak Surat 5 menit Surat Penawaran
berkenan untuk bertemu, Penawaran Pengadaan
sampaikan kepada tamu untuk Pengadaan Barang/Jasa.
mereschedule jadwal kunjungan Barang/Jasa.

Apabila disetujui
Tamu akan segera ditemui atau
dipersilahkan memasuki ruangan.

6. Selanjutnya, Staf/Pimpinan 1.Surat B menit Surat Penawaran
Pengadaan Barang/Jasa . < Penawaran akan dinaikan
menemui  Stakeholder  dan Pengadaan sebagai bahan
menerima Surat  Penawaran Barang/Jasa; pertimbangan
Pengadaan Barang/lasa yang 2.Buku Agenda Kebutuhan
selanjutnya diagenda ke dalam Surat Masuk- Pengadaan
Surat Masuk dan dinaikan untuk Keluar; Barang/Jasa di
disposisi surat kepada Sekretaris. 3.Lembar Kantor KPU

Disposisi Kabupaten
Surat. Bojonegoro.
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STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) -
PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA PRASARANA PEMILU 7

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; | 1. Pihak Eksternal Sebagai Peminjam;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang | 2. Seluruh Pegawai;
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

5 PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Jenis
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam
Pemilihan Umum Di Dalam Negeri

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Administrasi Surat Masuk 1. PC/ Laptop;
2. Alat Tulis Kantor;
=¥ Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Peminjaman Sarana | 1. Buku Agenda Surat Masuk-Keluar
Prasarana Pemilu tidak terlaksana dengan baik. 2. Lembar Disposisi
3. BAST
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pihak Kasubag Sekretaris Petugas Kelengkapan Waktu | Satuan Output
Eksternal/ KUL selaku Kuasa Waktu
Peminjam Pengguna
Barang
1. Pihak eksternal sebagai Peminjaman 5 menit | Agenda Surat Masuk
peminjam mengajukan - Sarana
surat Permohonan Prasarana
Peminjaman Sarana Pemilu
Prasarana Pemilu.
L Surat Permohonan Buku Agenda 5 menit Disposisi Surat
Peminjaman Sarana Surat Masuk-
Prasarana Pemilu diagenda Keluar
ke dalam Surat Masuk dan
dinaikan untuk disposisi
surat kepada Sekretaris
selaku Kuasa Pengguna
Barang KPU Kabupaten
Bojonegoro.




No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pihak Kasubag Sekretaris Petugas Kelengkapan Waktu | Satuan | Output
Eksternal/ | KUL selaku Kuasa Waktu
Peminjam Pengguna
Barang

3. Sekretaris KPU Kabupaten Lembar 10 menit Catatan Disposisi
Bojonegoro  memberikan Disposisi
disposisi surat menjawab Disetujui Surat
persetujuan atau tidak atas -
permohonan Peminjaman
Sarana Prasararia Pemilu *
paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak diterimanya
surat permohonan.

4. Apabila disetujui : Lembar 15 menit | Bahan Pertimbangan:
Disposisi Surat ditujukan Disposisi 1.Jenis Sarana Prasarana
kepada Kasubag Keuangan, Surat Pemilu yang
Umum, dan Logistik (KUL) dibutuhkan
untuk memproses ¥ 2.Kebutuhan Sarana
penyiapan Peminjaman £ Prasarana Pemilu yang
Sarana Prasarana Pemilu dibutuhkan
yang dibutuhkan.

Apabila tidak disetujui : s f R
Menyampaikan surat

balasan yang menjelaskan

alasan tidak dapatnya

meminjamkan Sarana

Prasarana Pemilu yang

dibutuhkan.

(sebagaimana terlampir

Standar Operasional

Prosedur).

% Selanjutnya, untuk Lembar 30 menit Draft
Peminjaman Sarana Disposisi BAST
Prasarana yang disetujui, Surat
Kasubag KUL meneruskan A
kepada Petugas untuk
segera  disiapkan  dan
dilakukan
penandatanganan BAST
(Berita Acara Serah Terima)
antara Peminjam  dan
Petugas serta akan
dikembalikan sesuai dengan
dokumen yang telah

|| ditetapkan. : P —— = e LT OIS SISy | e e i

6. Pihak Eksternal / Peminjam BAST 5 menit | 1.BAST (Berita Acara Serah

menerima Sarana Prasarana .,4_ Terima Barang);
Pemilu sesuai dengan Surat 2.Peminjam menjaga
Permohonan dari Petugas kebersihan dan
dan menjaga serta keamanan Sarana
mengembalikan Sarana Prasarana Pemilu;
Prasarana Pemilu sesuai 3.mengembalikan Sarana
waktu yang telah prasarana Pemilu sesuai
ditetapkan. waktu yang ditetapkan;
4, mengganti kerusakan
dan/atau kehilangan atas
sarana prasarana yang
telah dipinjam.




Nomer BOF | : 04/0RT.06-8D/02/2023
Tuw] p——
Pengesahan
Disahkan
oleh
|
!
|
Nama SOP
DASAR HUKUM T KUALIFIKASI PELAKSANA
Lindang-lindeng Nomar 7 Tahun 2017 Tantang Pamilihan U sahagai telah |
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
entang Perubahan atas Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Perilihan Umum;
2. |Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Provinsi

dan D-lmn Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota;
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2023 Tnmmg

Perwakilan Rakvat Daerah Provinei dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

. PERALATAN/PERLENGKAPAN
K-p-mpdq-m perlakuan yang sama dan adil terhadap semua Partai Politik 1. | Komputer
peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam kegiatan 2. | Printer
Pencaloanan Bakala Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024 3. | SK Kepengurusan Parpol
! 4. | Aplikasi SIPOL
5 | Aplikasi SILON
6 %m lain yang diperfukan
PERINGATAN & | PENCATATAN DAN PENDATAAN :
?&-mmmmmmmmmmdmmnm Dbnnpmnh‘mdnhmlnuddm
Kabupaten tidak akan berjalan secara lancar elektromik

waktu  pengajuan : dan melalui | Me rencana
Anggota DPRD bakal calon
Kabupaten Pemilu

2024 .

2 | Mempaersiapkan Kenutusan | 2 han | Bukn Ahsene,
Buku Tamu, Tanda KPU Nomar tempat, syal,
Pengenan, SK : 532 Tahun vandel dan
Kepengurusan 20223 bukti fisik 8K
Parpol, dan Kepengurusan
kelengkapan Parpol
empat; babhan f
prosesi pencalonan = =

4. | Memastikan . Daftar 1-13 - Data dan
pengisian data dan . Hadhr Mei dokumen isian
dokumen w
untuk  pengajuan H kal calon
Bakal Calon anggota DPRD
lengiap Kabupaten

5. | Pengajuan  Bakal Aplikasi 1-14 Pemeriksaan
Calon SILON Mei Dokumen
DPRD  Kabupaten Pemiu Peagajuan
Bojonegoro g Tahun Bakal

2024, SK Anggota DPRD
| Kepengurus ;
| an Parpol Pemilu 2024
——




Aplkasi 30 Pemeriksaan
Bakal Calon Bakal SILON sampai Dokumen ,
Calon Anggota dengan | cetak Tanda
DPRD  Kabupaten 60 1A,
Bojonegoro menit Tanda Terima

dan Berita
& Acara
Verifikasi 15 Mei Pemberian
Administrasi SILON 8/d 23 | status MS dan
terhadap Dokumen Juni TS terhadap
Persyaratan 2023 dokumen
Pengajuan  yang persyaratan
status administras:
a

Berita Acara Hasil Cek lis 1 han | Berita Acara
Verifikasi Hasil HAsil
Administrasi Verifikasi Verifikasi
Dokumen Administras Administrasi
Persyaratan i terhadap Dokumen
Pongajuan yang Dehumaen Porsyarstan
status. Persvaratan Pengajuan
pengajuannya Pengajuan




| NOMOR SOP : 1 TAHUN 2023
TGL. PEMBUATAN : 1 Desember 2023
TGL. REVISI - .
TGL EFEKTIF : 1 Desember 2023 -
DISAHKAN OLEH e
KOMISI PEMILIHAN UMUM e 'ARINT NUGRXHAYU
KABUPATEN BOJONEGORO e S1E 200
NAMA SOP : KONSULTASI HUKUM PEMILU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 1. Memahami pengoperasian Komputer

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

2.

Mengetahui dan memahami serta memiliki kemampuan dalam menerima dan
menjawab konsultasi hukum serta melakukan pengadministrasian terhadap

konsultasi hukum; dan

. Memahami peraturan Perundang-Undangan

Kabupaten/Kota;
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Menyurat KPU Kabupaten Bojonegoro: dan 1. Peraturan Perundang-Undangan terkait:

2. SOP Pelayanan Publik 2. Buku Konsultasi:
3. Kertas Kerja;
4. Komputer;
5. Printer dan Scanner;
6. Alat Tulis]

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak tertanganinya konsultasi
hukum pemilu di KPU Kabupaten Bojonegoro

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.
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Dasar Hukum
Persyaratan

Prosedur

Waktu Pelayanan

Biaya / Tarif

Produk

Pengelolaan Pengaduan

Sarpras / Fasilitas
Kompetensi Pelaksana
Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana
Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Evaluasi Kinerja Pelaksana

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM PEMILU

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Warga Negara Indonesia;

Mengisi Buku Tamu;

Menunjukan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui email, telepon, datang langsung;

Pemohon melengkapi persyaratan;

Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu.

ol Nl R L v

Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan

Tidak dipungut Biaya

Layanan Konsultasi Hukum Pemilu

Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada saluran pengaduan masyarakat KPU
Kabupaten Bojonegoro, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Telpon, atau melalui email

Buku, alamat Website/email, nomor telepon/fax, meja layanan konsultasi hukum Pemilu, ATK dan peralatan kantor

SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap senjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal

Sesuai dengan ketugasan Divisi Hukum dan Pengawasan, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta bagian
lainnya yang terkai

Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan SOP;

Dilakukan Pengawasan Internal dan Atasan Langsung;

Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung

Pengawasan lingkungan dengan CCTV;

Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah
ruangan.

Sistem pengamanan jaringan komputer.

Survey Layanan Kepuasan;

Rapat Evaluasi;

Laporan.

ot 8

W N W



BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI HUKUM PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pemohon

Petugas

Ketua dan
Anggota

Kelengkapan

Waktu

Output

Pemohon melakukan Konsultasi Hukum dan
mengisi buku tamu yang memuat informasi:

d.

h.

m e oo

Tanggal dan waktu konsultasi;
Nama;

Jabatan;

Nomor Handphone;

Alamat;

Keperluan Kondultasi;

Hasil Konsultasi (diisi setelah konsultasi
selesai);

Tanda Tangan.

Buku Konsultasi,
ATK, PC/Laptop

15
Menit

Buku Konsultasi yang terisi
dengan keterangan identitas dan
keperluan, Alat Tulis, PC/Laptop

Menerima konsultasi dari pemohon dengan
melakukan kegiatan:

d.

b.

Memberikan layanan 3S (senyum, sapa,
salam);

Memperkenalkan diri, menanyakan nama
dan asal, serta keperluan konsultasi;

Pemohon melakukan konsultasi;

. Staf mencatat hasil konsultasi ke dalam

Buku Tamu dan meminta tanda tangan
pada pemohon yang telah selesai
melakukan konsultasi;

Merekam semua proses konsultasi
dengan perekam elektronik atau
handphone.

Buku Konsultasi,
ATK, PC/Laptop,
Perekam,
Handphone

30
Menit

Buku Konsultasi yang terisi
dengan keterangan identitas dan
keperluan serta hasil konsultasi




Memberikan jawaban dan/atau solusi Buku Konsultasi, 45 Jawaban konsultasi
permasalahan yang disampaikan pemohon ,- ATK, PC/Laptop, | Menit
Perekam,

Handphone
Mendokumentasikan proses konsultasi yang Buku Konsultasi, 10 Dokumentasi Hasil Konsultasi
terjadi berupa foto dan rekaman suara — ATK, PC/Laptop, | Menit
konsultasi Perekam,

Handphone
Pemohon menerima jawaban/hasil konsultasi Form kepuasan 10 Dokumentasi Hasil Konsultasi
dan mengisi survei kepuasan - pelayanan berupa | \enit

hardcopy melalui
Google Form




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR: 1 TAHUN 2024
TANGGAL: 2 JANUARI 2024

TAHUN 2024

KOMIS!I PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
JALAN KHR. MOH. ROSYID NO. 93 BOJONEGORO
TELEPON: (0353) 891760-892016
BOJONEGORO




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

DASAR HUKUM

NOMOR SOP 1 TAHUN 2024

TANGGAL PEMBUATAN |2 JANUARI 2024

' TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 2 JANUARI 2024

DISAHKAN OLEH KETUA KPU KABUP. BOJONEGORO

“\ " ROBBY ADI PERWIRA

NAMA SO PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Namor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

1. Mengerti dan memaharni hal-hal yang terkait dengan Peraturan dan

Perunclangan

yang mengatur tentang Penggantian Aniar Waktu Anggota DPRD

Kabupaten/Kota;

2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 tahun| 2. Meng?rti dan memaharni proses administrasi surat menyurat;
2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan| 3. Memilixi kemampuan dan ketelitian dalarn memeriksa
Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan| 4 berkas/dokumen;

Raxyat Daerah Kabupaten/Kota; Memilixi kemampuan dalam menggunakan komputer;

3. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umury, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Dokumen Pendukung PAW
2. Perangkat PC/Laptop, Printer dan Scanner
3. Jaringan internet
4. Kertas
(PERINSATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

keterlanbatan dalam proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro

dan memungkinkan pihak yang merasa dirugikan melakukan gugatan atau upaya hukum
kepada KPU Kabupaten Bojonegoro.

Apabila SOP ini tidax dilaksanakan dengan baik dan telit, maka akan mengakibatkan|Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa soficopy dan hardcopy
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NOMOR SOP : 7 TAHUN 2024
TGL. PEMBUATAN : 26 AGUSTUS 2024
TGL. REVISI :-
TGL EFEKTIF : 26 AGUSTUS 2024 - -,
DISAHKAN OLEH AT is
KOMISI PEMILIHAN UMUM " [HARIE AFANDY
KABUPATEN BOJONEGORO NIP. 1?_‘_8_1,_11 20 200912 2 002
NAMA SOP : AUTENTIFIKASI SALINAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 KEPADA PARTAI
POLITIK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;

2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

1. Memahami pengoperasian Komputer

2. Mengetahui dan memahami terkait dokumen Pemilu
3. Memahami pelayanan Informasi Publik

4. Mengetahui dan memahami terkait dengan persuratan




Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015
perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara;

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Menyurat KPU Kabupaten Bojonegoro

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 1420 Tahun
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

2. Komputer, printer, scaner, atk, stampel, lembar disposisi.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan tidak
terlayani dengan baik kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam proses autentifikasi
dokumen perolehan suara dan kursi partai politik hasil Pemilu.

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.




BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI KEPADA PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Pelaksanaan Mutu Baku
No Kegiatan Ketua Sekretaris Kasubl?ag Staf Sub.bag Kelengkapan Waktu Output Ket.
Dan Teknis Teknis
Anggota Penyelenggaraan |Penyelenggaraan
Pemilu Pemilu
1 |Memerintahkan Kepala Sub Bagian Dsiposisi Sekretaris KPU S Disposisi kepada Kasubbag
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Kabupaten Bojonegoro ke| Menit [Teknis Penyelenggaraan
Hukum untuk menindaklanjuti surat Kasubbag Teknis| Pemilu dan Hukum untuk
permohonan autentifikasi salinan Penyelenggaraan Pemilu menindaklanjuti surat dan
Keputusan KPU Kabupaten| untuk menjawab surat dan menyiapkan salinan|
Bojonegoro tentang Perolehan Suara menyiapkan salinan Peraturan KPU
dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu ! Peraturan KPU Kabupaten
Bojonegoro tentang
| Perolehan Suara dan Kursi
hasil Pemilu
2 |Memerintahkan Pelaksana Sub Bagian | Disposisi Kasubbag Teknis| 5 Disposisi untuk
Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Penyelenggaaran Pemily Menit |menindaklanjuti
untuk membuat surat jawaban untuk untuk menjawab surat dan
partai politik dan menyiapkan Salinan| L=l _ - menyiapkan salinan|
Keputusan KPU Kabupaten| Peraturan KPU Kabupaten|
Bojonegoro tentang Perolehan Suara Bojonegoro tentang
dan Kursi Partai Politik hasil Pemilu Perolehan Suara dan Kursi
hasil Pemilu
3 Membuat surat jawaban dan Ya Surat jawaban salinan dan 60 Disposisi untuk
menyiapkan salinan Keputusan KPU Keputusan KPU Kabupaten] Menit |menindaklanjuti
Kabupaten  Bojonegoro  tentang | - Bojonegoro tentang
Perolehan Suara dan Kursi Partai Perolehan Suara dan Kursi
Politik hasil Pemilu kemudian hasil Pemilu
diserahkan ke Kasubbag Teknis|
Penyelenggaraan Pemilu ‘
4 |Memeriksa surat jawaban dan salinan Ya | Surat jawaban salinan dan 10 Surat jawaban salinan dan
Keputusan KPU Kabupaten Keputusan KPU Kabupaten] Menit [Keputusan KPU Kabupaten

Bojonegoro tentang Perolehan Suara
dan Kursi Partai Politik hasil Pemilul
dan kemudian menyerahkan kepad

Sekretaris 31

Bojonegoro tentang
Perolehan Suara dan Kursi
hasil Pemilu

Bojonegoro tentang

Perolehan Suara dan Kursi
hasil Pemilu




dilegalisir dan tanda

terima

Memeriksa surat jawaban dan Surat jawaban salinan dan| 30  [Surat jawaban salinan dan
melegalisir Salinan Keputusan KPU Keputusan KPU Kabupaten, Menit [Keputusan KPU Kabupaten|
Kabupaten  Bojonegoro  tentang Bojonegoro tentang Bojonegoro tentang
Perolehan Suara dan Kursi Partai S Perolehan Suara dan Kursi Perolehan Suara dan Kursi
Politik hasil Pemilu hasil Pemilu yang sudah hasil  Pemilu  sudah
ditegalisir diautentifikasi/dilegalisir
Tidak
Menyerahkan kepada Kasubbag Surat jawaban salinan dan 5 Surat jawaban salinan dan
Teknis  Penyelenggaraan  Pemily Keputusan KPU | Menit [Keputusan KPU Kabupaten|
untuk diserahkan kepada Partai Kabupaten = Bojonegoro Bojonegoro tentang
Politik pemohon i *'““- tentang Perolehan Suara Perolehan Suara dan Kursi
dan Kursi hasil Pemilu hasil Pemilu sudah|
yang sudah dilegalisir diautentifikasi/dilegalisir
Menyerahkan kepada Staf Subbag Surat jawaban salinan dan 15 Surat jawaban salinan dan
Teknis Penyelenggaraan Pemilul Keputusan KPU | Menit [Keputusan KPU Kabupaten
untuk disampaikan kepada Partai Kabupaten = Bojonegoro Bojonegoro tentang
Politik pemohon dengan terlebih ____- tentang Perolehan Suara Perolehan Suara dan Kursi
dahulu dibubuhi cap, baik di surat dan Kursi hasil Pemilu hasil Pemilu sudah
jawaban maupun salinan Keputusan yang sudah dilegalisir diautentifikasi/dilegalisir
KPU Kabupaten Bojonegoro tentang
Perolehan Suara dan Kursi hasil
Pemilu
Menyerahkan ke Partai Politik Surat jawaban salinan dan 5 Surat jawaban salinan dan
pemohon autentifikasi melalui LO| Keputusan KPU Kabupaten | Menit |Keputusan KPU Kabupaten
disertai dengan menyerahkan tanda Bojonegoro tentang Bojonegoro tentang
terima serah terima - Perolehan Suara dan Kursi Perolehan Suara dan Kursi
hasil Pemilu yang sudah hasil Pemilu sudah
dilegalisir diautentifikasi/dilegalisir
Pelaksana melaporkan adanya Surat jawaban salinan dan 5 Surat jawaban salinan dan
autentifikasi Keputusan KPU Kabupaten Menit |[Keputusan KPU Kabupaten
Bojonegoro tentang Bojonegoro tentang
'-— = e e *- Perolehan Suara dan Kursi Perolehan Suara dan Kursi
hasil Pemilu yang sudah hasil Pemilu sudah

diautentifikasi/dilegalisir
dan tanda terima




10 | Mengarsipkan surat jawaban dan
tanda terima

Keterangan Simbol dalam Flowchart :
1) Simbol Kapsul/Terminator (GEI®» ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2) Simbol Kotak/Process@Q ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3) Simbol Belah Ketupat/ Decision (@) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (—» ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).



Nomor SOP 8 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 20 Agustus 2024 .
Tang&al Revisi - _.4'::'_’,—;:; r,-E;‘\,:"‘;‘
Tanggal Pengesahan 20 Agustus 2024 " Up .
ry 7V ok ~ )
Disahkan oleh o / \?X\ - 8
KOMISI PEMILIHAN UMUM = | AT
e AR : -~
KABUPATEN BOJONEGORO NP T9810200/200912 2 002
Nama SOP Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Bojonegoro Pilkada 2024
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA -~
1. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan
2. | Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
3. | Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
4, | Walikota.
KETERKAITAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
Kerjasama, pelayanan, perlakuan yang sama dan adil terhadap semua Bakal Pasangan Calon | 1. Komputer
Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada Pemilihan Tahun 2024. 2. | Printer
3. | Aplikasi SILON
4, | Dokumen Pencalonan
5. | Peralatan lain yang diperlukan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak berjalan maka proses kegiatan pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan Disimpan sebagai data manual dan elektronik
Wakil Bupati tidak akan berjalan secara lancar.




PELAKSANA MUTU BAKU
TIM KETUA DAN | OPERATOR
e RS PARPOL | PENERIMAAN | SEKRETARIS | ANGGOTA | SILON/TIM | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT KET
PENDAFTARAN KPU HELPDESK
. PKPU 8 Tahun g Pemahaman yang
. | e - e I
s RPJMD P proses pendaftaran
Permohonan pembukaan
akses Silon dari Parpol ) - Keputusan KPU 24 -29 Berita Acara
2. Peserta Pemilu dan/atau Nomor 1229 Agustus pembukaan akses
Gabungan Parpol Peserta Tahun 2024 2025 Silon
Pemilu
: Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan : 27 -29 : :
; 3 —_— Surat resmi dan informasi
3. pm;:;f::lg*:'; mﬁaﬂﬂfﬂn - 4’* melalui WAG Ag‘azt;“ pendaftaran
pasangan calon
: Daftar Hadir, Syal,
HapeY Keputusan KPU 27-29 | Vandel, dan
4. chadiran, dan Nomor 1229 Agustus Formulir
kelengkapan tempat,/bahan ;
pend Tahun 2024 2029 penerimaan
aftaran pendaftaran
Mcmastilcanalkehadiran i 27 - 29 ’
pasangan calon, pimpinan ; Data dan dokumen
3 parpol dan petugas Daftar Hadir Aglasztsus isian pendaftaran
penghubung
Pendaftaran Bakal Aplikasi Silon 27-29
6. Pasangan Calon Bupati F-—AF dan Dokumen Agustus p?‘ta daﬂ ddokumcn
dan Wakil Bupati Pendaftaran 2025 fsinn pencinitoren
Memeriksa kelengkapan v Tanda Terima atau
dokumen persyaratan Mt : Tanda
Lt calon yang telah diunggah F Aptikasi Silon 0 Ianst Pengembalian
ke dalam Silon Pendaftaran
Tanda Terima atau
Tanda
Hasil Pendaftaran Bakal Pengembalian
8. Pasangan Calon Bupati Aplikasi Silon 60 Menit Pendaftaran dan
dan Wakil Bupati Surat Pengantar
Pemeriksaan
Kesehatan
Membuat Berita Acara Surat pengantar | 27 Agustus
9 Rekapitulasi Penerimaan pemeriksaan -2 Hasil Pemeriksaan
= Pendaftaran Pasangan kesehatan September | Kesehatan
Calon Pasangan Calon 2025
Penyerahan Surat E:E;a ;:ucg;
10, | PEEwdE Beeeiman Tota Dorsn 30 Menit. | Pebiiiaen
* | Kesehatan dan Tanda Pendaftaran
Teckie [ Pendaftaran
Pasangan Calon
Melaksanakan penelitian :plikasi Silon 29 Agustus Berma {ﬂu:am hasil
11. | administrasi terhadap an dokumen —4 penakitian
persyaratan September | persyaratan
dokumen Pasangan Calon pencalonan 2025 administrasi calon




Hasil penelitian | 55 | o™
12. | persyaratan administrasi ' Aplikasi Silon September ;P;rsyaratan
calon 2025 administrasi calon
Aplikasi Silon 5
Perbaikan persyaratan dan Berita Acara 6-8 I,:‘:_f:;:;‘:tz
administrasi calon yang hasil penelitian o
13. : September | Tanda
dinyatakan belum porRraRtan. 2025 | Pengembalian
memenuhi syarat administrasi P bt
calon
Aplikasi Silon Berita Acara
Melakukan penelitian dokumen 6-14 Penelitian
14. | perbaikan persyaratan ‘ perbaikan September | Administrasi
administrasi calon persyaratan 2025 Persyaratan Calon
pencalonan hasil perbaikan
. Keputusan KPU
15 Melakukan penetapan g:;’:f‘a'\ga 1 Hari Kabupaten
* | Pasangan Calon s P Cdins Bojonegoro Nomor
i 1525 Tahun 2024
Keputusan KPU
Melakukan rapat pleno Kabupaten ﬁ:pbzmm o
16. | terbuka Pengundian Nomor ’——— Bojonegoro 3 Jam Bo’onpaoro Nomor
Urut Pasangan Calon Nomor 1525 15-‘26 '?‘g_hun ey
Tahun 2024
Keputusan KPU
Kabupaten Pengumuman
17. g:;g_lu sun daftar Pasangan 6 Bojonegoro 2 Jam Daftar Pasangan
Nomor 1526 Calon
Tahun 2024

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

mbol Kapsul/Terminator (G@B» ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2) Simbol Kotak/Process@ ) untuk m
3) Simbol Belah Ketupat/ Decision (@) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (—») untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).

1) Si

endeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;




NOMOR SOP -9 TAHUN 2024
TGL. PEMBUATAN | : 26 AGUSTUS 2024
TGL. REVISI .- —
TGL EFEKTIF .26 AGUSTUS 20240
DISAHKANOLEH | T o Nekarte
R
KOMISI PEMILIHAN UMUM B AR
KABUPATEN BOJONEGORO g NIP. }?ﬁf,
NAMA SOP : PELAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Masyarakat bagi
Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170 );

4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum , Kornisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

1. Mampu menjunjung nilai-nilai dasar yaitu berani, integritas, tangguh dan
inovatif;

2. Mampu melaksanakan tugas dan kewenangan secara proposional dan
professional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Mampu membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;

4, Mampu menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait dengan jabatan, pelapor
dan terlapor;

5. Mampu menjaga kerahasian dalam bentuk dokumen kepada pihak lain.




TERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Menyurat KPU Kabupaten Bojonegoro; dan 1. Peraturan Perundang-Undangan terkait;
2. SOP Pelayanan Publik 2. Kotak Pengaduan Masyarakat;
3. Email Pengaduan Masyarakat;
4. Surat Pengaduan;
5. Kertas Kerja;
6. Komputer;
7. Printer dan Scanner;
8. Alat Tulis.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak tertanganinya 1. Pengaduan masyarakat yang diterima agar ditangani secara cepat, tepat dan
pengaduan masyarakat di KPU Kabupaten Bojonegoro dengan baik tertib;
2. Pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung, tertulis/surat, dan

melalui media elektronik serta media cetak selanjutnya dilakukan pencatatan
sesuai prosedur penatausahaan/pengadminsitrasian yang berlaku.




BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Staf/ Kasubbag | Sekretaris | Ketua dan Kelengkapan Waktu Output Ket.
Pengelola Tekhum Anggota
JDIH
1 a. Menerima/mengunduh surat pengaduan Berkas pengaduan, 45 Berkas Lihat SOP
masyarakat (DUMAS); identitas pelapor dan | Menit | pengaduan dan Pengaduan. Staf
b. Memeriksa kelengkapan data dan kejelasan bukti, komputer, buku print out (jika pengelola JDIH
pengaduan. Jika perlu, meminta klarifikasi surat masuk, lembar pengaduan via melakukan cek
tambahan dari pelapor; - I | disposisi, ATK email). Lembar email minimal 1
c. Mencatat laporan pengaduan ke dalam . disposisi kali sehari.
buku/format elektronik register | Pencatatan di
pengaduan; i buku surat masuk
d.Meneruskan laporan pengaduan kepada di sub Bagian
Pimpinan. ! Umum dan
i logistik
|
|
|
2 | Ketua melakukan telaah terhadap v Berkas pengaduan, 15 Berkas
pengaduan masyarakat, melanjutkan telaah lembar disposisi, ATK | Menit | pengaduan
kepada Sekretaris ditindaklanjuti
lebih lanjut,
3 Melakukan telaah lanjutan Berkas pengaduan, 15 Berkas
terhadap pengaduan masyarakat, lembar disposisi, ATK | Menit | pengaduan
kemudian selanjutnya menyampaikan hasil ditindaklanjuti
telaah dan langkah penyelesaian kepada ‘1' lebih lanjut,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum | -
|
|
|




Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Berkas pengaduan, 30 Berkas

dan Hukum menerima laporan pengaduan lembar disposisi, ATK | Menit | pengaduan

Masyarakat kemudian ditindaklanjuti

Menelaah laporan DUMAS dengan lebih lanjut,

melibatkan Divisi dan unit kerja serta

menyalurkan laporan hasil penelaahan

DUMAS

Menanggapi dan menyelesaikan pengaduan, berkas pengaduan, 60 Berkas

Menelaah isi pengaduan, menentukan apakah peraturan, survey Menit | pengaduan dan

masuk kewenangan KPU. Jika ya, buat pendahuluan berupa Berita Acara

rekomendasi tindak lanjut. Jika tidak, Kklarifikasi

arahkan ke instansi terkait.

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Berita Acara, hasil 60 Surat/laporan

dan Hukum Menerima jawaban tindak lanjut telaah pengaduan, Menit | hasil telaah

Dumas dan menyusun jawaban tindak i berkas pengaduan pengaduan

lanjut/hasil /tanggapan resmi kepada pelapor | ' P lembar disposisi,

bersama Sub Bagian terkait l Komputer, printer.

|
Menyampaikan hasil atau tanggapan resmi Komputer, printer, 15 Rekapitulasi
kepada pelapor Surat/laporan hasil Menit | pengaduan dalam
telaah pengaduan bentuk excel dan

print out
Surat/laporan
hasil telaah
pengaduan

Mengadministrasikan semua proses Komputer dan odner | 5 Menit | Laporan

pengaduan masyarakat ke dalam file untuk daftar pengaduan pengaduan dalam

bahan laporan masyarakat bentuk excel dan
print out

Keterangan Simbol dalam Flowchart :
1) Simbol Kapsul/Terminator (G ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2) Simbol Kotak/Process ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan cksekusi;
3) Simbol Belah Ketupat/ Decision (‘)) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (—» ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).



NOMOR SOP 10 TAHUN 2024
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KABUPATEN BOJONEGORO
NAMA SOP - SOP PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

SDM pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang J aringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1073 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota,
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 1. Arsip Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro;
2. Komputer/laptop;
3. Printer dan scanner;
4. Alat tulis kantor;
5. Jaringan internet.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENYIMPANAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak adanya keteraturan
sistem administrasi tata naskah produk hukum.

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.




RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH KPU KABUPATEN BOJONEGORO)

Dasar Hukum

1.

2.

T

Persyaratan

Prosedur

Waktu Pelayanan
Biaya/Tarif

Produk Pelayanan
Penerima Pelayanan
Sarpras/Fasilitas
Penanganan
Pengaduan

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
. Persyaratan
1. Warga Negara Indonesia;
2. Mengisi Buku Tamu;
3. Menunjukkan K TP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan.
: Prosedur :
1. Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
2. Mengisi buku Register;
3. Mencari produk hukum berupa soficopy dan/atau hardcopy yang sudah disimpan;
4. Jika ditemukan ada web JDIH KPU RI/KPU Kabupaten Bojonegoro dapat diunduh oleh operator
dan/atau link download dapat disampaikan kepada Pemohon;
5. Jika tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa hardcopy dapat
digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa softcopy dan/atau hardcopy;
6. Petugas menyerahkan produk hukum softcopy dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang
ditandatangani oleh Pemohon
: 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
: Tidak dipungut biaya
- Produk hukum dalam bentuk softcopy atau hardcopy
: Melalui Produser Pengaduan Masyarakat
. Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Jaringan Internet, Arsip Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro
: Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan
melalui:
1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan
yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, Jalan K.H.R.
Moch. Rosyid Nomor 93, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Pengaduan Masyarakat melalui e-mail: kpukabbojonegoro@gmail.com.




3. Telepon: (0274) 897760

4. Petugas : Anis Istiqgomah, Eko Wahyu Sulistyanto
5. Whatsapp: 0852-3496-2856

6. Instagram: @kpubojonegoro

7. Twitter: @kpu_bojonegoro

8. Facebook: KPU Kabupaten Bojonegoro

9. Jaminan Pelayanan . 4 (empat) orang
10. Jaminan Keamanan . Pengawasan dilakukan melalui:
dan Keselamatan 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTY,
Pelayanan 2. Tersedianya alat pengaman kerja seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan), kotak P3K, jalur

evakuasi, titik kumpul;
3. Sistem pengamanan jaringan computer.
11. Evaluasi Kinerja . Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan :
Pelaksana 1. Penyesuaian/pemutakhiran SOP apabila diperlukan;
2. Survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan;
3. Laporan kepada pimpinan.



BAGAN ALUR SOP PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH KPU KABUPATEN BOJONEGORO)

No. | Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon | Petugas Kelengkapan Waktu Output Ket.

1 | Pemohon (internal KPU dan/atau masyarakat
umum)

2 | Pemohon mengisi buku tamu, memberikan i Buku tamu, 10 Daftar permintaan
keterangan produk hukum yang diminta, dan ; PC/Laptop, Jaringan | menit produk hukum
melengkapi persyaratan Internet

3 | Setelah Pemohon melengkapi persyaratan, PC/Laptop, Jaringan 30 Soficopy dan/atau
Petugas menindaklanjuti dengan mencari = Internet, Lemari menit | Hardcopy Produk
produk hukum berupa soffcopy dan/atau Arsip Produk Hukum KPU
hardcopy yang sudah disimpan Hukum, Ballpoint, Kabupaten

Buku Catatan Bojonegoro

4 | Produk Hukum ditemukan (a) ditemukan di web PC/Laptop, Printer, 10 Softcopy dan/atau
JDIH KPU RI/Kabupaten Bojonegoro dapat Scanner, Jaringan menit | Hardcopy Produk
diunduh oleh operator dan/atau link download Internet, Kertas Hukum KPU
dapat disampaikan kepada pemohon. (b) tidak : Kabupaten
ditemukan di web JDIH, dan ditemukan dalam Bojonegoro
arsip berupa hardcopy dapat digandakan
kemudian diserahkan kepada pemohon berupa
softcopy dan/atau hardcopy

5 | Petugas menyerahkan produk hukum soficopy y PC/Laptop, Printer, 5 Softcopy dan/atau
dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang Scanner, Jaringan menit | Hardcopy Produk
ditandatangani Pemohon Internet, Kertas Hukum KPU

Kabupaten
Bojonegoro

6 | Pemohon menandatangani tanda terima, Form kepuasan 10 Indeks kepuasan
dilanjutkan dengan mengisi survei kepuasan I pelayanan berupa menit pelayanan
dan kemudian mengisi survei kepuasan hardcopy atau
pelayanan melalui google form




SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN
KABUPATEN BOJONEGORO

| DASAR HUKUM_

Nomor SOP 01 Tahun 2022 .
Tanggal Pengesahan | : i
Disahkan Oleh | ; .M‘T’.! ARES KOMISI PEMILIHAN
A T BOJPNEGORO
! AYU
P i1 \V\ 1981(]823:_2@1)912 2002
Nama SOP : WHE&K REKRUTMEN
BA ADHOC KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN
B KABUPATEN BOJONEGORO
KUALIFIKASI PELAKSANA

Umum;

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8
2. | Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

Memahami Proses Perekrutan
PPK, PPS dan KPPS;

Mengetahui dan Memahami
tentang Kepemiluan

Umum Kabupaten/Kota

4. | Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor B Tahun
2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Mampu mengoperasikan
Komputer

|

KETERKAITAN PERALATAN / PERL ENGKAPAN
1. | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 1. | PC/Laptop
2. | Pelamar Badan Adhoc 2. | Printer
3. | Pelayanan Informasi oleh Helpdesk 3. | ATK
4. | Internet
5. | Papan Pengumuman
6. | Buku Konsultasi

| PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi terkait
Pembentukan Badan Adhoc tidak tersampaikan kepada

pihak yang membutuhkan informasi.

Buku rekap pencatatan Helpdesk
Rekrutmen Badan Adhoc




PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
HELPDESK REKRUTMEN BADAN ADHOC PEMILU 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Pelaksana ~ Mutu Baku
= Penerima
NO Aktivitas = | Petugas Operator
Tamu / jaga Kelengkapan Waktu Output
aatanres Helpdesk Badan Adhoc
Petugas Penerima Tamu memastikan ; ; Mulai tanggal 20 Laporan
1 | pelamar Badan Adhoc mengisi buku 1 EukuTF:]E:ftras' November 2022 sampai | Rekapitulasi Buku
tamu dengan 16 Januari 2023 Registrasi
: . ; ’ Buku Pencatatan Mulai tanggal 20 Laporan
2 P:{am;sr f?;?ri‘g;{f E ;’&::ig}%ﬁumpm 3 Helpdesk Badan | November 2022 sampai | Rekapitulasi Buku
PetiE P = Adhoc dengan 16 Januari 2023 Registrasi
Petugas Helpdesk mencatat tujuan A, Buku Pencatatan Mulai tanggal 20 Laporan Rekap Buku
3 | konsultasi dan permasalahan dari / Helpdesk Badan | November 2022 sampai | Pencatatan Helpdesk
Pelamar Badan Adhoc % Adhoc dengan 16 Januari 2023 | Badan Adhoc
., __,-f : S
Petugas Helpdesk mengarahkan ' Aphkﬂflltﬁ{f]{ﬂﬁ Mulai tanggal 20 Laporan Rekap Buku
4 | Pelamar Badan Adhoc kepada 4 T November 2022 sampai | Pencatatan Helpdesk
Operator Badan Adhoc (SIAKBA) = Eadan Adhoc dengan 16 Januari 2023 | Badan Adhoc
S Aplikasi STAKBA . TR
Operator Badan Adhoc memberikan untuk Mulai tanggal 20~  Laporan Rekap Buku
' layanan sesuai kebutuhan pelamar S endaftaran HOVCRtet SO E SR | “RRTERIn Helpoesls
[ p é}adan Adhoc dengan 16 Januari 2023 Badan Adhoc




' NOMOR SOP

5/HM.02/3522/2023

TGL. PEMBUATAN

1 November 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

“ARIFAFANDY

SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
BOJONEGORO

NAMA SOP

PELAYANAN PENDIDIKAN

MELALUI
KEPEMILUAN
KPU KABUPATEN BOJONEGORO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

i

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita
negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Pendidikan kepemiluan
dilaksanakan oleh personil yang
berkompeten di bidang
kepemiluan, meliputi Ketua,
Anggota, Sekretaris dan pejabat
struktural di lingkungan KPU
Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); |

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1160);

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih

1. Gedung pertemuan yang
memadai;

2. Perangkat Teknologi Informasi; |




3. Materi kepemiluan yang
terstandard;

4. Alat peraga pendidikan
pemilih yang ramah
disabilitas;

5. Dokumentasi (alat perekam
dan kamera);

Sound system;
LCD Projector;
Alat Tulis Kantor;

© @ N o

. Alat pendukung lainnya.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan sebagai
arsip/dokumen baik berupa

| softcopy/hardcopy.




BAGAN ALUR SOP SURAT JAWABAN PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI KPU KABUPATEN BOJONEGORO

Kepemiluan

Pelaksana Mutu Baku :
NO Kegiatan oot Keterangan
Komisioner | Sekretaris | Kasubag Staf Fangamhtmlan Kelengkapan Waktu Output
m
1. | Menindaklanjuti surat permchonan Risalah Pleno 1 Hari 1.BA Pleno
Layangn PEEdidikan Kap-aéni{usn dengan ) 2 Surat Jawaban
mengidentifikasi program dan kegiatan, J
kelompok sasaran, jumlah peserta. \=,,_
2. | Menugaskan Kabag untuk merancang [ —— Disposisi 15 Menit | Disposisi
surat jawaban permohonan Layanan
Pendidikan Kepemiluan 3
3. | Kabag menugaskan Kasubag untuk Disposisi 30 Menit Disposisi Disposisi Kabag
menyusun rancangan surat jawaban pada Kasubag.
permohonan Layanan Pendidikan
Kepemiluan \ X
4, | Kasubag mengonsep rancangan surat Konsep surat 30 Menit Disposisi
jawaban permohonan Layanan jawaban
Pendidikan Kepemiluan = permohonan
5. | Staf menyiapkan rancangan surat W Disposisi 30 Menit Rancangan surat
jawaban permohonan Layanan J jawaban permohonan
Pendidikan Kepemiluan . Layanan Pendidikan
Kepemiluan
6. | Kasubag dan Kabag mengoreksi . Rancangan surat 30 Menit Rancangan surat
rancangan surat jawaban permohonan — jawaban permohonan I jawaban permaohonan
Layanan Pendidikan Kepemiluan dan ]E‘_ Layanan Pendidikan | Layanan Pendidikan
membubuhkan paraf pada Konsep yang ; Kepemiluan | Kepemiluan
dimaksud, . .
L AR A :
1 1
8. | Sekretaris mengoreksi/menyetujul W i Rancangansurat | 30 Menit Rancangan surat
rancangan surat jawaban permohonan i jawaban permohonan jawaban permohonan
Layanan Pendidikan Kepemiluan, Jika }_ayanan Pendidikan | Layanan Pendidikan
sefuju membubuhkan paraf dan AN Kepemilua _ Kepemiluan
menyerahkan kepada Ketua KPU DIY, |
jika tidak setujufterdapat revisi ;
menyerahkan kepada Kabag untuk
diperbaiki
9. | Mengoreksi atau menyetujui atau W Rancangan surat 30 Menit Surat jawaban
rancangan surat jawaban permohonan & jawaban permohanan permohonan Layanan
Layanan Pendidikan Kepemiluan ‘“T" Layanan Pendidikan Pendidikan Kepemiluan
! Kepemiluan A
10. | Melaksanakan proses pengiriman surat Surat jawaban 15 Menit Surat jawaban
jawaban serta pendokumentasian surat ' permohonan Layanan permohonan Layanan
o ﬁ Pendidikan Pendidikan Kepemiluan




NO . AR R m'_!“. ris | L : : i
_ ""Im_ Komisioner Pumal:.‘m_lnmlm Kelengkapan Waktu Output Keterangan
: mum :
11. | Melaksanakan proses pengiriman surat P Surat jawaban 15 Menit Surat jawaban
jawaban serta pendokumentasian surat ?{ permohonan layanan permohonan layanan
hardcopy dan soffcopy pendidikan

kepemiluan

pendidikan kepemiluan




BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI KPU KABUPATEN BOJONEGORO

: Pelaksana Mutu Baku
No Kogiaten Komisioner | Sekretaris | Kasubag Pengadminisrasian | Kelengkapan Waktu output et
1. Menindaklanjuti permohonan Layanan | Risalah Pleno 1 Hari 1. BA Pleno
Pendidikan Kepemiluan, mengidentifikasi R i 2. TOR Kegiatan
program dan kegiatan, kelompok ) |
sasaran, jumiah peserta, format kegiatan [ =
daringluring | . o o -
2. | Menugaskan Kabag untuk merancang 1. BAPleno 15 Menit Disposisi
kegiatan dalam lingkup Pendidikan Pemilih 2. TOR Kegiatan
3 Kabag menugaskan Kasubag untuk W Disposisi 30 Menit Disposisi Disposisi Kabag pada
menyusun rancangan yang dibutuhkan L Kasubag.
dalam detail kegiatan o] R
4, Kasubag menyusun konsep detail kegiatan Konsep detalil 1 Hari Disposisi, TOR,
dan menugaskan staf untuk menyiapkan kegiatan RKA KiL
rancangan acara, RAB kegiatan, dan
administrasi kegiatan A SR R el NS | -
&. Staf menyiapkan rancangan acara, RAB Disposisi, TOR, RKA | 1 Hari RAB Kegiatan,
kegiatan, dan kelengkapan lainnya. b KIL ; Daftar Peserta, ;
Daftar Panitia, !
5 . Undangan Internal, |
; ’ Surat Tugas,
| Rancangan Acara |
6. | Kasubag dan Kabag mengoreksi | Rancangan Acara, | 2Jam Konsep Rancangan | Kabag dapat
Rancangan Acara, RAB Kegiatan, Daftar | RAB Kegiatan, Acara, RAB berkomunikasi
Peserta, Daftar Panitia, Undangan ! Daftar Peserta, | Kegiatan, Daftar | secara langsung
Internal, Surat Tugas dan membubuhkan ' # Daftar Panitia, Surat | Peserta, Daftar dengan Pengelolaan
paraf pada konsep dimaksud. Z Tugas | Panitia, Surat Keuangan. Begitu
Tugas pula sebaliknya
! sebagai proses
pengendalian dan
i _ kontrol
T, -
8. | Sekretaris mengoreksi/menyetujui, Rancangan Acara, 2 Jam Rancangan Acara,
Rancangan Acara, RAB Kegiatan, Daftar RAB Kegiatan, RAB Kegiatan,
Peserta, Daftar Panitia, - Daftar Peserta, Daftar Peserta,
Undangan,dan/atau Surat Tugas. Daftar Panitia, Surat Daftar panitia,
Tugas Undangan, Surat
o O P B, N - | Tugas
9. | Sekretaris menandatangani dokumen- i e Susunan Acara, RAB | 1Jam Susunan Acara,
dokumen kegiatan. I \/ e Kegiatan, Daftar RAB Kegiatan,
! Peserta, Daftar Daftar Peserta,
; ~ Panitia SPT Daftar Panitia,
I Undangan, SPT




- Saghatn Komisioner | Sekretaris | Kasubag Pongadminstrasian | Kelongkapan | Wakt Output Ketorangen
" - mum
10. | Sekretaris menugaskan Kabag untuk Susunan Acara, 15 Menit Distribusi ketugasan
mempersiapkan kegiatan sesuai Daftar Panitia, Surat
ketugasan. | Tugas. 5
11. | Kabag memerintahkan kepada Kasubag i Susunan Acara, 15 Menit Distribusi ketugasan
untuk mendistribusikan pekerjaan kepada > Daftar Panitia, Surat
staff untuk dilaksanakan =l gty SRR . Tugas. .
12, | Kasubag mendistribusikan pekerjaan Susunan Acara, 15 Menit Persiapan
kepada staf untuk dilaksanakan , > Daftar Panitia, Surat pelaksanaan
; Tugas.. | kegiatan ! N
13, | Staf melaksanakan tugas sesuai | W Susunan Acara, 1 Hari Pelaksanaan detail |
distribusi dalam pelaksanaan detail { Daftar Panitia, Surat kegiatan '
kegiatan termasuk melakukan | Tugas.
korespondensi dengan kelompok sasaran
14, | Pelaksanaan Kegiatan Susunan Acara, 2 Hari Risalah Kegiatan
R Daftar Panitia, SPT
15, | Staf menyiapkan Konsep laporan TOR, Susunan Acara, | 1 Hari Konsep Laporan
pelaksanaan detail kegiatan \ RAB Kegiatan, Daftar Hasil Pelaksanaan
Peserta, Daftar dan Detail Kegiatan
Panitia, Undangan, |
Surat Tugas, Risalah | .
. fo— e Kegiatan ' ' . B
16. | Konsep laporan secara berjenjang | Konsep Laporan 30 Menit | Konsep Laporan |
disampaikan kepada Ketua KPU . | Hasil 30 menit _ Hasﬁlielaksanaan
s . ; | Detail Kegiatan
| Peiqksanaan Detail yang telah disetuui
-  Kegiatan secara_berjenjang
17. | Konsep laporan secara berjenjang Konsep Laporan 30 Menit Konsep Laporan
disampaikan kepada Ketua KPU > 4 Hasil 30 menit Hasil Pelaksanaan
2R Pelaksanaan Detail Detail Kegiatan
; yang telah disetujui
Kegiatan secara berjenjang
18. | Konsep laporan secara berjenjang Konsep Laporan 30 Menit Konsep Laporan
disampaikan kepada Ketua KPU L Hasil 30 menit Hasil Pelaksanaan
€ Pelaksanaan Detail Detal Kegiatan
: yang telah disetujui |
B Kegiatan secara_berjenjang
19. | Ketua KPU menyetujui dan Konsep Laporan Laporan Hasil
menandatangani laporan kegiatan \ Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Detail
Detail Kegiatan yang Kegiatan yang
telah disetujui secara | disetujui dan
berjenjang ditandatangani oleh
e Ketua




NOMOR SOP 6/HM 02352212026
[TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2025
TANGGAL REVIS| AR
TANGGAL EFEKTIF 7 o
DISAHKAN OLEH o
KOMIS! PEMILIHAN UMUM A v
BOJONEGORO L
[NAWA S0P PELAYANAN PELAKSANAAN MAGANG
DASAR HUKUM [KUALIFIKASI PELAKSANA a1 2

1. Undang-undang Momor 25 Tahun 2008 fentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Mentar Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

T

. Peraturan Komisl Pemilihan Umum Namor 8 Tahun 2019 fentang Tata Kede Komisl Pemilhan
Umum, Komisi Pemillhan mum Provinsl, dan Komisl Pemilihan Umum Kabupaten/ota [Ber
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kall diuba
terakhir dengan Paraturan Komisl Pamilhan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubaha
Kalima atss Parafuran Komisi Pemillhan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Keda Komis
Pamilihan Umum, Komisi Pamilihan Umuem Provingl, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatanot
(Berita Nagara Reputlik Indonesia Tahun 2023 Momer 377);

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor 14 Tehen 2020 tentsng Tugas, Fungsi, Susuna
Organisasi, dan Taia Kera Sekrstariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretadat Komi
Femilinan Umum Provinsl, dan Sekratarat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Nega
Republik Indonesia Tahun 2018 Momor 1238) sebagaimana ielah beberapa kali diubah terakhi
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 lentang Perubahan Kedua
Peraturan Komigl Pemifhan Umum Momor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susuna
Organisasi, dan Tata Werja Sekreterat Jenderal Komisl Pemilhan Umum, Sekratadat Komis
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekmianat Komisi Pamilihan Umum Kabupaten¥oia (Barita Nega
Republik Indenesla Tahun 2023 Nomor 826);

1. Mernilki kemampuan dan pemahaman dalam melaksanakan pﬂyuﬂuﬂ kepaca publkimasyarakat

2. Memiliki kemampuan dan pemshaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
palayanan palaksanaan magang.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Sural Masuk 1. Komputer
2 SOP Surat Keluar 2. Printer
3. Alsttulis
4, Scanner
5. Detabase Mahasiswa Magang
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila S0P in tidak dilakukan dengan benar maka kegiatan pelayanan magang tidak akan barjalan dangan
baik.

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik barupa soffcophandoopy




Surat Balasin $188 PTChONE magang yang sudah

M-I yang swudan aitancalang ard Sekrelars vang sudah diancatergan Sexreans
Secretans pada Pelaksana Sub Bagan ditindakdenius olah Peladsara Sub Bagian
Pengampa urduk chlirdaklanjut Pangarnpu
M Nk kU nbasl can Mmerysnankan surs 1. Surwt basan atas pernahonan mageng yarg 20 Fant 1. Suret balesar gies parmobangn
b @B iR DEOMONLRan mag ang yarg sudab ditandalengen Seknidans MAGANG yarg sudah dinrdabingeni
suwiah ditenciaténgani Sekretars pada 2. Dakuman tanda kinm dan tenda enmn suar Gekrelarts didnmdisanr paioan ke
Pegunisn TnggiMeh asswe Pergiruan TingpliMahasissa
2. Burieli pangimman
Me nedima dan meninc akdanjul aust baissan 1. Surst balsan alas parrnahoran magang yang T, Sura balasan mlms parmchang 1 Fetant, an pe as anasn magang sevalan
pé Tzhanan magang yang audah sudak ditardelangeni Sekneians Mg ang yarg sudah dilnrd alangen pamahonan majang aisalujl Sednbans,
ditmdetangani Sakralars 2 Dakurnan nda barima sl ‘Sakralaris dtedma olak Panguruen mangeou pada Kepuiusan Kebua KFLI Kak
TinggiMahasimwa Bojonapom ledtang Pedorman

2. Buil landa terima

Peryalinggarasn Magang




BAGAN ALUR PELAYANAN PELAKSANAAN MAGANG

Tt e | Peunuan | gy, | . kelengkagan Wk Outpi w

] Mung.mn surat per gariar/'permononan 1, Suned pEnganiar dan kampus ataw sural Fabanluan parmoncnan Megang marngas
tan propssel magang kepads KO -, aermohanan magang pada Kiputusan efua KPL Kab Bejoregon
Ktiupainn Dejorrgonmn 2. Fraposel Megat ientang Pedomen Penyslorggeraan Magang

2 | Memernima g mandokumenias ken sumt 1. Hunet pangariar dar oamgus staw sural A0 Fand (R e PO s ng lee-ingul paoa | Proses lincak lanjul sunes permohansn
PENGANIETR BIMohanen can propessl magang - permehanar Magang apliuasi persu atan magang, mengacu pade S0P Sunst [dasuk
piads aplias persura.an 2. Proposal magang

3 | Membarikan disposie terkai tndas largpd + 1. Burat pergantar den kampus s Meryesusiar  |Disposisl Sekratans Sural balasan ales pamahonan magang
bawsan alas permononan magang pads A PATRONCNEN MEGANG dopal barapa persalujuan say
Kasubbag Fangampu - 2. Praposal megang kafidaualjuan, Bai inaran pangalhan

1. Meputusan Kedua KFU Kab Bojonegars lokBSl, FENUNGEEN, MEURL PancEhan
dentang Pedoran Penyeleogpanan Magang
peda KPU Kabupaten Bopnegon

A | Wavakukan {dasan kabsiuban dan 1. Disposisl dan Sekemns ac mank Disposs Gekretans
penempatar mahasissa magang sana 2. Sunan panganiar dan kampus oau suet
me:mberikar dispasisi paca Kepala Sub pemohanan magang
Baguan (Keubag) Peigampu 1. Fropoanl Tagang

A, e putusin Kalua K Kab Eojosngons
terkang Pedaman Penyelenggansan Magang

5 | Munyusun kansep palaksanaan disposis dan 1. Disposisi dari Sekrelaris dan Kasubba) Pengamou |30 mand 1. Horssp pelaasanaan dleposis dan
Sekretars dan Kasubbag Pengamp, » 2. Sural panganlar dan kampus alau aussl Sakratans
Munugasi Felaksans pada Sub Bagian _- pemohans Magang 2. Drsposis: darl Masubsq Pergamou
Pengampa anbak meen bl Korsep sursl 1. Fropeanl magang
EaaRan ainn  pammahanan majang d, Maputusan Kelua KU Keb Egjoregon

“ tardang Pedaman Penyelengganaan Megang

B | Mairibust konsep sural balasan alas 3 1. Dispeatsl darl Sekretans, Kasubag Pergampu 30 menk Korrsep sura Balasan eras psrmohonan
P rMohanse MAaganGg din manyampakan — 2. “ansep preksanasn deposiil dan Sebretaris ke rigang
kensap aumd iersabul bapeda Fasubag ) Kesubag Fengampu
Pergampu 1. Sural panganiae dan kB Sl sust

pamahcnan Magang

A, Syopoanl magang

B. “aputusan Kebua KPU Kab Bojoengon
leriang Fedoman Penyelengganasn Magang

T | Mararkha honsep suwt balesen atas b 4 Ko p sunel balasan alss pamiohans megeng 0 ] Konsap surgl celase 8088 pACMETaN&n
parmahanen magerg Jika setuj, Y magang danisieu caaln perbakan
mrinyempalan kepesa Kasublag kontep surst balosen
Pengamp, b tidek seiujy, renyemhkan Thckak
pade Palaksara uréuk dipesbaid. 1

B | Maimmriksa konsep st belssan sos Konsa p sured balasan alas pamohanan magang 30 mand Kansep sural calasan ains permonanan
parmohanan magang Jika sefup, ¥a magang d cartabtan pertal
meyampakan kepaca Seknelere Jika Ddak | kenap surst Balassn
By, manyerEnkan sade Kasubag Tiduk .

Pengamp uriuk dpsbaiki

9 |Memankss lonsep surat balmsan atas Kemeap sired halasan alan parmobona nkgang 45 el Sured badasan 6las pATIONCOAN Magang
parmehanan magang Jiks sefuj, 3 yant sudah dtansatangani Sakrelans s
menandaiargan dan Mmenysstikan padé cuiean perbalkon konsss surel baesan
Kasubbag Fangemps uriuk dandedensh
Jikn tidax sThu. mengemaslikan pada Thdak
Masubbag Pangampd unbuk di perte i,

10 | Merpamhken sursl belsssn slss permahonan Sure! barlasun ales pemohonan magang yang sucah 10 rwenil Surel halasan stas parmohanan Mageng | Prosas ndak anul den panyampak n sumst
TGN G WEN G Sadan dnerdetangen| dibandatangan Seknaieris yang sudsh dinndotengen Sakretans balpsan akas permohoran mageeg vang
Sakreiers pada Keeusag Pengamau wiuk -' difirciaklanju aleh Kas.ibeg Pergjampu sudah Jilardalangani Seketaris mangasd
ditindaklanjut pada SOF Surat Metuar




SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
BOJONEGORO

NOMOR SOP e

TANGGAL PEMBUATAN | 2 Januari 2025 )
AL R .. . ™ | o PN SN

TANGGAL EFEKTIF 2 Januari 2025

DISAHKAN OLEH ) ; O

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi
Permilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2022;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi I
Publik; i
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; |

~ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar |

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota




Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Kemisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk

dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.

| KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
; 1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Bojonegoro; 1. Meja helpdesk pelayanan;
| 2. S0P Penanganan Keberatan; 2. Formulir pelayanan;
| 3. SOP Pengecualian Informasi; 3. Petugas helpdesk pelayanan;
| 4. SOP Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi. 4. Daftarinformasi publik;
i 5. Mekanisme pelayanan;
l 6. Jadwal pelayanan;
| 7. Struktur PPID;
' 8. Alat tulis;
9. Komputer.
PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERINGATAN

Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya berkaitan
dengan kelembagaan dan/atau Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan
yang telah berlalu, selama 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja, maka
pemaohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik.

PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi. PPID dapat
memperpanjang respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2
(dua) hari kerja, dalam hal belum dikuasai informasi yang dimohonkan dan/atau belum
dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau
dikecualikan.

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.




BAGAN ALUR SOP PERMOHONAN INFORMASI

Polaksana Mutu Baku
Pamahon informasi medakukan parmobonan
informiasi melalui media-media petayanan
Infarmasl publik yang lersedia. Begl pamahan
Infermasl disabllitas, Patugas menawarkan Formulr parmohonan informasl
bantuan dalam pangisian forrmule
Menenme permohonan mformasd dan pamohon 1. Paling lambat 3 {tiga) hari
informiasl. Desk pelayanan dapal lBrgsung satelah parmintaan Informasi
mamberikan informasi jlka Informasi yang Publik dinyatakan lengkap datarm
dirndnia adalah informasl yang tersadia setiap — hal permintaan berkaltan dengan
sanl. Udak lermasuk dikecualikan. Dask 1 Informasl Pemilu dan Familihan
g hubungl tim penghubung berdasarkan pade tahag yarg sadang besatan
Daftar Informasi Pubilik. dan dapat diparpanjang paling
lamia 2 hari kerja
2. Paling lamiat 10 {sepuluh)
hari sejak parmintaan Informasi
Forrnully panmohonan Pk dinyatakan lenghap dalam i
informan MDH'I'I'ITHIH umnWH Forrmulic permoharan informasi
Infonmasi kelmbagaan den'atau
| Informasi Pemilu dan Famdlihan
[ pada tahap penyelenggaraan
[ yang telah berlalu dan dapat
diperpanjang 7 han Kara uniuk
[ D] jo mbEn tertulis.
]
Menghimpun dan menylapkan dila sesual | T. Paling lambat 3 (iga) han
Dafiar informasi Publik stau informasi | satalah permintaan Informasi
keparnduan bersadia, tidak tarmasuk informas | Pubik diryatakan lorgkap dalam
yang dikecualikan dan menyerahkan kapads _ ; hal perminkaan bercaitan dengan
dask pelayanan. i irformasi Pemilu dan Pemilihan
peda tahap yarg sedang baralan
| dan dapat dipenpanjang paling
larma 2 hisri k.
| 2. Paling kambat 10 (sapuluh)
| hari sajak parmintaan Informasi
| Forrrulir permahanan {Fubiik dinyatakan lengiap dalam Data mhygng dimira
| informasi hal perminiaan berkailon dengan pemohtn infermasi
| Infarmasi kaksmbagasn danalau
Infarmas! Pamiu dan Pamilihan
| |pada tahap penyelenggarasn
| yang talah barfalu dan dapat
diperpanjang 7 hari kerja unbuk
[ membe [awaban teruls.
Muormrima laporan fim panghubang dan B
menandalangani parpanjangan T (tujuh] hari -
pemenuhan informasi. Jia menyetujul balk
penpanjangan wakiu maewpun pemenuhan Formulir permahonan
informasd, maka PPID manandatargani forrmulic Infarmasl dan pembertabuan |1 hard Farmulli peeriaritabuan teriuks
peismibriahusn barlulis dan menyarahan Brtudin

kapada desk palayanan,




Dask paleyanan manarima farmulir
pembaritahuan lerulis alas permahanan
Infermasi, Dask pelayanan meny smpasan
pamibaritabuan baik pemenuhan informass,
lidak dapat dipenuhinya infarmasi atau
pepanjangan wakly pemenuhan informsi
kapada pemaohon.

Formulir pamberitahuan
tartulis dan data irformesi
ferkait

Farmulr pambesttahoan ietulis
dan data infermasi terkai

Pemahon informasi mendapatkan
pembernitahuan balk pemenuhan informas:,
tidak dapat dipenuhinysa informasi atau

pepanjangan wakhu pamanuhan informasl.

24 jam di hai yang sama desk
pelayanan manerima formulir
pemberitahuan tertulis

Formuibr permbertabuan tefudis
dan data informasi terkal




Nomor SOP 06/ORT.06/3522/2023
Tanggal Pembuatan |28 September 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 29 September
Disahkan oleh
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI Nama SOP PELAYANAN PINDAR MENMLLS
Dasar Hukum ; [Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang ||, Memahami tentang Data Pemilih;
?;’2“,",‘r};“bgl‘;“a’;md;?;za;:::f:r;eﬁﬁﬁﬁgﬁxxfﬁ‘:g 12(?91};" Nomor | 5 Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, perubahan data pemilih);

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi | 3, Memahami prosedur Pindah Memilih;
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 4 M ikan aplikasi SIDALIH
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; ' SPM ERgu P S '

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Sistem Informasi Data PemilihKeputusan;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Sistem Informasi Data Pemilih;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

[Keterkaitan : : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Daftar Pemilih Tetap 1. Form Pindah Memilih
2. Komputer/Laptop
3. Internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter-up date terutama Disimpan dalam naskah asli elektronik (softcopy) dan dilakukan arsip digital

perubahan data pemilih.




BAGAN ALUR SOP PELAYANAN PINDAH MEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2024

PELAKSANA MUTU BAKU
- EAlE PEMILIH PETUGAS KASUBBAG OPERATOR KELENGKA WAKTU OUTPUT
POSKO RENDATIN PAN
LAYANAN

Pemilih mendatangi Kantor KPU

- untuk mengajukan pindah memilih EEPd:llnatau
dengan membawa: Mulai Data
KTP-el atau KK Dukung
Bukti dukung yang diperlukan lainnya

2 Proses. L bcrk-as: Buku Tamu | 5 menit Pengisian Buku
Menerima berkas pengajuan dan Tt
meminta pemilih untuk mengisi
daftar tamu
Memberikan berkas pengajuan
kepada pejabat berwenang
Proses permohonan berkas: : :

2 Meneliti kebenaran identitas pemilih ETKPdealnatau i gg_stﬁ_as pais
sesuai dengan DPT melalui laman Data
cekdptonline.kpu.go.id Dukung
Memeriksa dokumen bukti dukung lainnya
alasan pemilih untuk pindah memilih t
Jika permohonan sesuai maka berkas S—
permohonan dapat diproses lebih
lanjut
Jika permohonan tidak sesuai maka
berkas permohonan dikembalikan
pada pemilih
Proses akhir: . .

* Mengunggah dokumen ke dalam ﬂpdt;lnatau ek ;&Tal;lll;ﬂinﬁlih
aplikasi Sidalih dan mengisi TPS ¥ Phaka
tujuan yang dialokasikan Selesai Dukung
Memberikan kode keterangan pindah lainnya
memilih portal ’
Mencetak form Model A-Surat Pindah Sidalih

Memilih pada Aplikasi Sidalih




PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat dilakukan review atau
evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini;

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Standar Operasiona Prosedur (SOP) ini batal seluruhnya;

Standar Operasiona Prosedur (SOP) ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUR AT? BOJONEGORO

Kepala Su

Q\

Ba, Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

/’ B

/

§

/

wan Astan
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